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Konsep fiqih muamalah sewa menyewa mobil dapat dikategorikan sebagai akad 
ijārah bi al-‘amāl, pertanggungan risiko akibat pekerjaan yang dilakukan oleh 
musta’jir harus ditanggung oleh pihak mu’ajjir sebagai pihak yang memberi 
pekerjaan, dengan syarat risiko yang muncul tersebut secara alamiah dan bukan 
disengaja oleh pihak musta’jir. Perjanjian kerja pada CV Deza Rent Car pihak 
yang bertanggungjawab atas semua risiko kerja adalah pihak sopir, dan tidak 
memiliki upaya untuk menghindari dari pertanggungan risiko tersebut. Ada tiga 
pertanyaan penelitian yaitu: pertama perjanjian kerja yang disepakati pihak sopir 
dengan manajemen CV Deza Rent Car, kedua konsekuensi yang ditanggung 
pihak sopir akibat kecelakaan dan ketentuan, ketiga pertanggungan risiko akibat 
kecelakaan lalulintas dalam perspektif akad ijārah bi al-‘amāl. Metode yang 
digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan data dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama pekerjaan yang diserahkan oleh 
pihak pertama kepada pihak kedua adalah sebagai sopir mobil rental. Kedua CV 
Deza Rent Car mendelegasikan pekerjaan berupa penyopiran terhadap 
konsumennya kepada pihak driver sebagai pihak kedua dalam kontrak ini, 
penetapan tugas sebagai driver pihak kedua harus memiliki komitmen dan 
tanggungjawab terhadap pekerjaannya, menjelaskan tentang kecelakaan yang 
terjadi bukan akibat dari adanya kelalaian pihak kedua, maka kerugian yang 
timbul akan ditanggung oleh pihak pertama karena kecelakaan tersebut murni 
tidak dapat dielakkan oleh pihak driver dan jelas bukan kelalaian, ketiga para 
ulama memiliki perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk pertanggungan 
risiko ijārah bi al-‘amāl tersebut karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak 
yang menanggung risiko, sistem pertanggungan risiko dan cara 
penanggulangannya memiliki dikursus tertentu sebagai konsekuensi penggunaan 
akad ijārah bi al-‘amāl. Penulis menyarankan kepada CV Deza Rent Car dalam 
membuat kontrak kerja terhadap jasa sopir agar pertanggungan risiko terhadap 
mobil yang tidak beroperasi tidak merugikan atau memaksakan terhadap jasa 
sopir mobil rental. 
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TRANSLITERASI 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987 
 
1. Konsonan 
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilamban
gkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب b 
 
17 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت t  18 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik 
di atasnya 
19 غ G 
 
5 ج j  20 ف F  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
21 ق Q 
 
7 خ kh  22 ك K  
8 د d  23 ل L  
9 ذ ż 
z dengan titik 
di atasnya 
24 م M 
 
10 ر r  25 ن N  
11 ز z  26 و W  
12 س s  27 ه h  
13 ش sy  28 ء ’  
14 ص ṣ 
s dengan titik 
di bawahnya 
29 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
   
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
       Tanda Nama       Huruf Latin 
  َ  Fatḥah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dhammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
             Tanda dan 
           Huruf 
Nama 
Gabungan 
Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 
  َو  
            Fatḥah dan 
wau 
Au 
 
Contoh: 
فيك : kaifa   لوه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
                 Harkat dan 
               Huruf 
       Nama 
Huruf dan 
Tanda 
  َا/ي  
Fatḥah dan alif 
atau ya 
Ā 
  َي        Kasrah dan ya Ī 
  َي  Dammah dan waw Ū 
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Contoh: 
لاق : qāla 
ىمر : ramā 
ليق : qīla 
لوقي : yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
ةضور لافطلاا   : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
ةنيدملا ةرونملا  : al-Madīnah al-Munawwarah/ 
    al-Madīnatul Munawwarah 
ةحلط        : Ṭalḥah 
 Catatan: 
 Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 
 x 
 
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn 
Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 
Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Usaha penyewaan mobil merupakan bisnis penyediaan layanan jasa 
transportasi kepada masyarakat yang membutuhkan kendaraan roda empat 
sebagai sarana mobilitas sangat penting baik di daerah perkotaan maupun di 
pedesaan. Saat ini pemakai dan penyewa mobil rental semakin banyak, apalagi 
pada momen-momen tertentu seperti hari raya Idul Fitri dan liburan semester, 
peminat mobil rental semakin membludak. Dengan menyediakan layanan rental 
mobil dapat membantu masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan ataupun 
memiliki kendaraan yang ingin menyewakan mobil. Dalam hal ini para penyewa 
menggunakan layanan rental mobil tentunya digunakan untuk kepentingan 
pribadi ataupun kepentingan lainnya. Dengan memperhatikan kondisi sekarang 
ini yang semakin meningkat dan pesatnya jasa penyewaan mobil, sehingga akan 
terus memberikan keuntungan bagi para owner dan penyedia jasa layanan rental 
mobil. 
Dalam konsep fiqih muamalah sewa menyewa mobil tersebut dapat 
dikatagorikan sebagai akad ijârah dengan bentuk spesifiknya yaitu ijârah bi al-
‘amâl. Mobil yang dirental oleh pihak manajemen rent car juga telah membuka 
peluang kerja bagi jobless yang memiliki keahlian mengendari mobil. Pihak 
sopir yang berkerja pada rental mobil ini biasanya bekerja untuk mengantar  
konsumennya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan costumer. Pihak driver 
atau sopir ini digaji secara shift dan ada juga secara bulanan oleh pihak 
manajemen rent car sesuai kontrak perjanjian yang dibuat dengan didasarkan 
akad  ijârah bi al-‘amâl.  Gaji yang dibayar kepada pihak sopir sesuai dengan  
profesionalisme kerja jelas yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan 
korporasi rent car tempatnya bekerja.  
Menurut Sayid Sabiq, ijârah bi al-‘amâl ini merupakan akad yang 
dilakukan oleh para pihak untuk mengambil manfaat dalam bentuk jasa yang 
2 
 
 
 
dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain dengan diberinya imbalan dalam 
bentuk dan jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang diikrarkan dalam 
akad tersebut. Pada hakikatnya ijârah bi al-‘amâl pihak pekerja atau seseorang 
yang disewa jasanya dalam bentuk yang spesifik dan dengan diserta upah atau 
imbalan.
1
 Pada akad ijârah bi al-‘amâl pihak penyewa jasa ini dapat 
menggunakan jasa dari pihak yang menawarkan skill-nya secara maksimal 
sesuai dengan kesepakatan. Pihak yang menawarakan jasa tersebut harus 
memiliki komitmen untuk melakukan semua kesepakatan yang telah dibuat 
dalam kontrak. 
Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, dalam akad ijârah bi al-‘amâl 
para pihak yang terlibat dalam akad ijârah bi al-‘amâl ini harus memiliki 
tanggung jawab untuk menuntaskan semua kewajibannya untuk memperoleh 
hak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Namun risiko yang muncul dalam 
pekerjaan harus dinegosiasikan agar tidak menimbulkan kesenjangan yang dapat 
menimbulkan konflik kepentingan di antara pihak penyewa dan juga pihak 
pekerja.
2
 Salah satu bentuk bentuk akad ijârah bi al-‘amâl yang menjadi objek 
kajian ini adalah pihak driver atau sopir yang bekerja pada perusahaan rental 
mobil, dan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan bagi 
perusahaan tanpa menimbulkan risiko yang dapat merugikan pihak perusahaan, 
sehingga pihak perusahaan rental sangat mengandalkan skill pihak sopir ini. 
Pihak sopir dituntut piawai dalam mengendarai mobil dengan tetap 
memerhatikan keselamatan konsumennya dan juga sopir itu sendiri serta tidak 
boleh mengabaikan kelayakan kendaraan yang digunakan sehingga semakin 
kecilnya risiko yang dihadapi di jalanan maka semakin tinggi prestasi dan 
komitmen kerja sopir tersebut karena telah mampu menghasilkan benefit 
terhadap perusahaan rental tersebut. Sopir dituntut untuk menjaga mobil 
                                                             
1
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid V, (terj. Nor Hasanuddin, dkk), (Jakarta: PT. Pena 
Pundi Aksara, 2006), hlm.203. 
2
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, hlm.138 
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dikendarainya tetap dalam kondisi bagus, karena dari mobil tersebut sumber 
utama income perusahaan diperoleh.
3
  
Meskipun setiap mobil yang disewakan memiliki jaminan asuransi 
dalam bentuk all risk
4
 namun risiko kerugian bagi perusahaan rental tetap besar 
bila mobil tersebut rusak terutama bila kerusakan disebabkan kecelakaan 
sehingga mobil tersebut harus masuk bengkel dan dibuat dalam waktu yang bisa 
saja berhari-hari, sehingga dalam kondisi seperti ini mobil tersebut akan berhenti 
beroperasi dan dengan demikian selama proses perbaikan mobil tersebut tidak 
dapat menghasilkan benefit secara finansial untuk perusahaan, karena tidak bisa 
dioperasionalkan untuk memperoleh penghasilan. 
Fenomena di atas dapat  ditemui di Banda Aceh, semakin banyak 
perusahaan yang bergerak dalam usaha rental mobil (rent car), seperti, pada 
perusahaan rental mobil di Ie masen kaye adang yaitu CV Deza rent car yang 
menyediakan berbagai macam jenis kendaraan roda empat (4). Pihak CV Deza 
rent car ini menawarkan dua alternatif penyewaan yaitu penyewaan mobil 
beserta drivernya dan juga penyewaan mobil saja, sehingga pihak penyewa 
dapat menyetir sendiri dan hanya membayar harga sewa. Semua kontrak 
penyewaan dilakukan secara tertulis sehingga hak dan kewajiban para pihak 
dapat diketahui dan dipahami dengan baik.
5
 
Sopir sebagai pihak pekerja di perusahaan CV Deza rent car memiliki 
komitmen terhadap dinamika dan juga risiko pekerjaan karena tingkat mobilitas 
yang tinggi. Pihak sopir harus siap terhadap semua order yang diterima 
perusahaan yang terkadang tidak memiliki timing yang fix sehingga fleksibilitas 
                                                             
3
 Wawancara dengan Dedy. P irawan S.H Pengelola CV Deza Rent Car di Ie masen 
kaye adang, pada tanggal 28 Mei 2018 
4
 Asuransi all risk ini biasanya premi yang harus dibayar oleh peserta asuransi lebih 
besar jumlahnya karena pengcoveran risiko kendaraan yang diasuransikan untuk semua jenis 
kecelakaan dan kerusakan yang muncul dalam  proses operasional kendaraan tersebut. 
Pertanggungan risiko untuk asuransi all risk ini selain  untuk kendaraan juga untuk jiwa peserta 
yang dicantumkan namanya dalam polis asuransi. 
5
 Wawancara dengan Dedy. P irawan S.H Pengelola CV Deza Rent Car di Ie masen 
kaye adang, pada tanggal 28 Mei 2018 
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jam kerja sopir sangat besar. Namun pihak sopir harus siap dengan dinamika 
dan risiko kerja ini yang terkadang mengcover hingga 24 jam kerja, apalagi bila 
sopir melakukan perjalanan jarak jauh yang membutuhkan waktu berjam-jam, 
dan sopir harus siap dengan tugas tersebut sebagai kosenkuensi pekerjaan yang 
digelutinya. 
Dalam perjanjian pekerjaan yang disepakati antara sopir dengan pihak 
pemilik rent car yaitu CV Deza rent car sopir harus standby dengan panggilan 
setiap ada pekerjaan yang akan masuk ke CV Deza rent car berupa order mobil 
sewa dari pihak kliennya. Kondisi pekerjaan seperti ini tentu saja membutuhkan 
stamina dan kesigapan pihak sopir terhadap semua orderan yang harus 
dilakukan pihak CV Deza rent car dalam mempekerjakan sopirnya dalam 
kontrak yang telah dibuat memuat klausula perjanjian bahwa sopir siap dengan 
tugasnya kapanpun dibutuhkan.
6
 
Hal ini tentu saja membutuhkan kecakapan yang baik dari pihak sopir 
untuk melakukan kewajibannya sebagai driver. Meskipun ada persoalan pribadi 
yang dialami oleh sopir yang tentu saja mempenggaruhi kerjanya, apalagi 
dinamika sopir dan mobilitasnya sarat dengan risiko kecelakaan di jalan. 
Meskipun mobil telah diasuransikan baik dalam bentuk asuransi kecelakaan 
maupun asuransi all risk, namun bila kecelakaan terjadi mobil tersebut harus 
masuk bengkel dan dicover biayanya oleh pihak asuransi. Hal ini menyebabkan 
mobil tersebut berhenti beroperasi, sehingga dapat mengakibatkan pihak pemilik 
mobil tidak memperoleh income dari mobil tersebut.  
Untuk menutupi kekosongan pendapatan tersebut, pihak perusahaan 
membebankan risiko tersebut kepada pihak sopir, sehingga sopir dituntut untuk 
membayar kerugian disebabkan kecelakaan atau kerusakan tersebut kepada 
pihak sopir. Oleh karena itu pihak sopir diharuskan membayar dalam jumlah 
                                                             
6
 Wawancara dengan Dedy. P irawan S.H Pengelola CV Deza Rent Car di Ie masen 
kaye adang, pada tanggal 28 Mei 2018 
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nominal tertentu kepada pihak perusahaan rental sampai waktu perbaikan mobil 
tersebut selesai dilakukan dan telah laik kembali. 
Dalam konsep fiqh, menurut fuqaha pertanggung risiko akibat pekerjaan 
yang dilakukan oleh musta’jir harus ditanggung oleh pihak   mu‘ajjir yaitu 
pemilik mobil, dengan syarat risiko yang muncul tersebut muncul secara 
alamiah dalam akad ijārah bi al-‘amāl ini dan bukan disengaja oleh pihak 
musta’jir, dalam hal ini kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian pihak 
musta’jir maka yang bertanggung jawab adalah pihak pemilik mobil itu sendiri. 
Sebaliknya, apabila kerusakan pada benda yang disewa, maka yang 
bertanggungjawab adalah penyewa dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat 
dari kelalaian pemilik barang.
7
 Seperti menyewa mobil, kemudian mobil itu 
hilang karena bukan disimpan pada tempatnya, dan juga seperti toko atau rumah 
itu terbakar, roboh, hancur, bocor dan lain-lain.
8
 
Dalam akad ijārah bi al-‘amāl ini pihak musta’jir juga tidak dapat 
dituntut dan tidak memiliki kewajiban untuk menanggung kerusakan yang 
muncul sehingga mengakibatkan penurunan harga atau nilai dari objek yang 
dikelola selama kerusakan tersebut di luar kemampuan musta’jir untuk 
menghindari risikonya. Dengan demikian apabila terjadi tabrakan atau 
kecelakaan mobil di luar kemampuan pihak sopir untuk menghindarinya 
sehingga kecelakaan tersebut mengakibatkan mobil rusak, dan kejadian tersebut 
murni bukan disebabkan oleh kesalahan pihak sopir maka hukum kontrak yang 
mengatur keadaan memaksa ini dapat digolongkan keadaan yang memaksa dan 
mengakibatkan prestasi di luar kemampuan pihak pekerja dalam hal ini adalah 
sopir untuk menghindarinya.
9
 
Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dalam perjanjian yang 
dilakukan oleh pihak CV Deza rent car drivernya, pihak manajemen perusahaan 
                                                             
7
 Helmi karim, fiqh mu’amalah, (Bandung: Al-ma’arif, 1997), hlm. 73. 
8
 Nasrun Haroen, fiqh mu’amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 233. 
9
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sepenuhnya membebankan risiko kecelakaan tersebut kepada pihak drivernya 
meskipun kecelakaan atau peristiwa lainnya yang menyebabkan mobil tersebut 
harus diperbaiki di bengkel dan membutuhkan waktu berhenti untuk perbaikan 
sehingga harus berhenti beroperasi maka pihak perusahaan menuntut driver 
untuk mengcover biaya yang seharusnya diperoleh oleh perusahaan.  
Dengan permasalahan tentang tanggung jawab pihak sopir kepada 
perusahaan penyewaan mobil rental maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk 
skripsi yang berjudul: Pertanggungan Risiko Sopir Mobil Rental terhadap 
Kecelakaan Lalulintas Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-‘Amal (Suatu 
Penelitian Pada Cv.Deza Rent Car di Ie Masen Kaye Adang) 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah  yang telah diuraikan di atas,  maka 
untuk memfokuskan analisis penelitian ini maka diformat rumusan masalah 
sebagai berikut yaitu: 
1. Bagaimana perjanjian kerja yang  disepakati pihak sopir dengan 
manajemen CV Deza rent car ? 
2. Bagaimana konsekuensi yang ditanggung oleh pihak sopir ketika terjadi 
kecelakaan dalam masa perjanjian kerja dengan pihak CV Deza rent car 
? 
3. Bagaimana pertanggungan risiko sopir mobil rental terhadap mobil yang 
sudah rusak jika terjadinya kecelakaan lalulintas berdasarkan akad ijārah 
bi al-‘amāl ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 
1. Untuk mengetahui perjanjian kerja yang disepakati pihak sopir dengan 
manajeman CV Deza rent car. 
2. Untuk mengetahui konsekuensi yang ditanggung oleh pihak sopir ketika 
terjadi kecelakaan dalam masa perjanjian kerja dengan pihak CV Deza 
rent car. 
3. Untuk mengetahui pertanggungan risiko sopir mobil rental terhadap 
mobil yang sudah rusak jika terjadinya kecelakaan lalulintas berdasarkan 
akad ijārah bi al-‘amāl. 
 
1.4. Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dan untuk memudahkan 
dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini, 
maka penulis perlu menjelaskan definisi-definisi yang terkandung dalam 
penjelasan karya ilmiah ini. Adapun defisnisi yang perlu dijelaskan yaitu : 
1.4.1 Pertanggungan adalah merupakan tanggungan/jaminan dengan kata lain 
yaitu beban yang menjadi tanggunga jawab.
10
 
1.4.2 Risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin 
melahirkan kerugian
11
 Unsur ketidaktentuan dapat mengakibatkan 
kerugian dalam berusaha. Risiko adalah sesuatu yang memang terjadi 
atau dapat diperkirakan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan atau 
aktivitas tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian.
12
 
1.4.3 Sopir mobil adalah pengemudi, di dalam bahasa Inggris driver. 
Pengemudi terbagi dua kelompok sopir pribadi bekerja menjalankan 
                                                             
10
 Hasan Alwi dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III 
Cet. 2, 2002), hlm. 1138. 
11
 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2010) hlm. 4. 
12
Racmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012), hlm. 291. 
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mobil pribadi dan yang kedua adalah sopir perusahaan yang bekerja 
untuk perusahaan angkutan penumpang umum seperti taksi, bus 
ataupun angkutan barang. 
1.4.4 Kecelakaan Lalulintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan 
bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. 
Kadang, kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian 
manusia atau binatang. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan 
terjadikannya kecelakan, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah 
faktor kendaraan, dan yang terakhir adalah faktor jalan. Kombinasi dari 
ketiga faktor itu bisa terjadi anatara manusia dengan kendaraan, 
misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan, kemudian 
ban pecah yang mengakibatkan kendaraan megalami kecelakaan. Di 
samping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa 
berkontribusi terhadap kecelakaan.
13
 
1.4.5 Ijārah bi al-‘amāl Lafal al-ijārah dalam bahasa arab berarti upah, 
sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijārah merupakan salah satu bentuk 
kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti 
sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa.
14
 Ijārah bi al-‘amāl adalah 
penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu,seperti mengirim 
barang ke tempat tertentu.
15
 Ijārah yang bersifat pekerjaan/jasa (dengan 
kata lain disebut ijārah bi al-‘amāl) ialah dengan cara mempekerjakan 
seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan.
16
 
Dengan demikian pengertian akad ijārah bi al-‘amāl dalam pembahasan 
karya ilmiah ini adalah suatu akad untuk mempekerjakan seseorang pada 
pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya untuk kepentingan komersil yang 
                                                             
13
Marianna Sudati, Tanggung jawab perdata dalam kecelakaan lalu-lintas, (Mahkamah 
Agung RI,1992), hlm. 11 
14
 Nasrun Haroen, fiqh muamalah…, hlm. 228 
15
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih islam, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani…, hlm. 417 
16
 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah …, hlm. 236 
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memiliki benefit secara finansial untuk kepentingan pihak yang telah 
menawarkan jasanya. 
 
1.5. Kajian Pustaka 
Adapun judul dari penelitian ini yaitu pertanggungan risiko sopir mobil 
rental dalam perspektif akad ijārah bi al-‘amāl (Suatu penelitian pada Cv. Deza 
Rent Car di Ie masen kaye adang). Kajian atau pembahasan tentang akad ijārah 
bi al-‘amāl ini telah ada dari beberapa peneliti, namun mereka melihat dari 
sudut pandang dan dengan pembagian akad ijarah yang berbeda. Penelitian 
tentang akad ijārah dapat dijumpai dalam berbagai aspek lain di antaranya. 
Penelitian yang dilakukan oleh Edi Saputra mahasiswa IAIN Ar-Raniry 
yang berjudul “Pertanggungan Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh 
Perusahaan Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep ijārah bi al-‘amāl”.17 Adapun 
maslah yang ditelaah adalah berkaitan dengan rumusan kerugian atau risiko 
yang ditanggung oleh ekspedisi barang, bagaimana merumuskan kerugian dan 
konsekuensi ganti rugi terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan 
dalam proses ekspedisi dan konsep tanggung jawab terhadap barang yang 
mengalami kerusakan sewaktu berada dalam ekspedisi menurut konsep ijārah bi 
al-‘amāl, serta prosedur pertanggungan risiko ekspedisi pengiriman barang oleh 
PT Kerta Gaya Pusaka menurut hukum positif dan konsep ijārah bi al-‘amāl 
dalam fiqh muamalah. 
Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Fairina Rahmi,untuk 
memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry 
dengan judul: Sistem pengantian barang yang rusak dan hilang pada PT. JNE 
cabang Banda Aceh Ditinjau menurut konsep ijārah bi al-‘amāl. Dalam skripsi 
ini meneliti tentang perjanjian asuransi antara perwakilan PT. JNE sebagai 
                                                             
17
 Edi Saputra, pertanggungan Risiko Ekspedisi Pengiriman Barang Oleh Perusahaan 
Kerta Gaya Pusaka Menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘Amal, Skripsi, (Banda Aceh: IAIN Ar-
Raniry, 2012). 
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ekspeditur dengan pengirim barang ditinjau menurut konsep ijārah bi al-‘amāl. 
Didapatkan hasil bahwa perjanjian asuransi tersebut juga menggunakan  konsep 
ijārah bi al-‘amāl, dimana ekpeditur yang dalam hal ini ialah perwakilan dari 
PT. JNE akan mengganti kerugian barang jika terdapat kesalahan pada saat 
pengiriman barang. Namun, konsekuensi dalam konsep ini adalah 
pertanggungan atas barang rusak berakibat tidak diberikan upah kepada pekerja 
karena pekerjaannya yang belum tuntas.
18
 
Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardi Saputra, untuk 
memperoleh gelar sarjana di Fakultas syariah dan Ekonomi islam IAIN Ar-
Raniry dengan judul: Analisis pertanggungan risiko dan pengaruhnya terhadap 
bagi hasil pada usaha perikanan laut di Gampong Keude Panteraja. Dalam 
skripsi ini membahas mengenai praktik kerjasama yang dilakukan masyarat 
Gampong Keude Kecamatan Panteraja yang tidak tercatat secara tertulis 
perjanjian yang dilakukan hanya dengan menghadirkan saksi dari keucik, 
panglima boat, pemilik modal, dan pemilik boat. Dalam usaha perikanan 
tangkapan di Gampong tersebut risiko yang dialami sepenuhnya ditanggung 
oleh pemilik boat dilihat dari porsi bagi hasil, namun hal ini berimbas pada 
bagian yang diperoleh buruh nelayan yang minim.
19
 
Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Mira Aslani, untuk 
memperoleh gelar sarjana di fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 
dengan judul: pertanggungan risiko pembiayaan linkage program Pada Bank 
Mandiri syariah pada kantor cabang Banda Aceh. Dalam hal ini membahas 
tentang bagaimana pertanggungan risiko pada pembiayaan linkage program 
antara Bank Syariah Mandiri dan BPRS Hikmah Wakilah. Namun, dalam 
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 Nur Fairina Rahmi, Sistem pergantian Barang yang Rusak dan Hilang pada PT. JNE 
Cabang Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ijarah Bi Al-‘amal, Skripsi (Banda Aceh: UIN 
Ar-Raniry, 2015).   
19
 Suhardi Saputra, Analisis Pertanggungan Risiko dan Pengaruhnya terhadap Bagi 
Hasil pada Usaha Perikanan Laut di Gampong Keude Panteraja, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-
Raniry, 2013). 
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skripsi ini tidak terdapat mengenai bagaimana konsep yang ada pada ijārah bi 
al-‘amāl dan hanya membahas tentang pertanggungan risiko saja20 
Kelima, hasil penelitian yang dilakukan oleh Annida Afnani Fakultas 
Syariah IAIN Ar-Raniry yang berjudul “Kinerja Karyawan Kontrak dan 
Karyawan Tetap Pada PT Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis 
Menurut Konsep Ijārah Bi Al-‘amāl).21 Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa 
terdapat asumsi bagi para karyawan kontra mengiginkan adanya perubahan 
status menjadi karyawan yang tetap pada suatu perusahaan, karena pra karyawan 
kontrak menilai mereka memberikan kinerja dari karyawan tetap, pada bank 
BRI syariah dituntut untuk seluruh karyawan bekerja secara maksimal demi 
keberhasilan perusahaan. Atas prestasi yang diberikan oleh karyawan tersebut, 
perusahaan memberikan imbalan dalam bentuk upah bedasarkan konsep ijārah 
bi al-‘amāl, dimana perusahaan memberi upah sesuai dengan hasil kinerja yang 
diberikan karyawan kepada perusahaan sebagai imbalan atas jasanya. 
 
1.6. Metode Penelitian 
Setiap penulisan karya ilmiah tentu memerlukan cara-cara atau langkah-
langkah yang terorganisir untuk menghasilkan data dan mengganalisisnya sesuai 
dengan standar ilmiah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 
sesuai dengan prosedur yang penulis desain dalam sub bab ini sehingga hasil 
penelitian ini nantinya memenuhi ketentuan validitas data. Adapun tahapan-
tahapan yang ditempuh dalam metodologi penelitian ini untuk menghasilkan 
data empirik dan normatif adalah sebagai berikut: 
1.6.1. Jenis Metode Penelitian 
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 Cut Mira Aslani,  pertanggungan risiko pembiayaan linkage program pada bank 
mandiri syariah kantor cabang Banda Aceh, Skripsi ( Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014). 
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Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
22
 yaitu jenis penelitian 
yang mendeskriptif objek penelitian berdasarkan data dan fakta, serta 
menganalisisnya melalui konsep yang telah dikembangkan sebelumnya, dengan 
peneliti sebagai instrumen dalam memecahkan permasalahannya. Untuk 
memperoleh data penelitian dibutuhkan penelusuran langsung di lokasi 
penelitian dan dengan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan judul maka 
peneliti memberikan gambaran mengenai pertanggungan risiko sopir mobil 
rental terhadap kecelakaan lalulintas.
23
 
1.6.2.  Metode Pengumpulan Data 
a. Data primer 
Field research (penelitian lapangan) merupakan suatu penelitian 
lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan 
pada kegiatan lapangan, yaitu mengadakan penelitian di CV Deza rent car 
tentang petanggungan risiko sopir mobil rental terhadap kecelakaan dalam 
perspektif akad ijarah bi a-amal. Melalui penelitian ini diharapkan akan 
memperoleh data yang valid dan akurat. 
b. Data sekunder 
Library research (data berasal dari literature keperpustakaan), yaitu 
penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku, artikel, 
dan situs website yang berkaitan dengan ijārah bi al-‘amāl. Kemudian di 
kategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini 
sehingga mendapat hasil yang valid. 
1.6.3. Teknik pengumpulan data 
 Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis 
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
a. Interview/Wawancara 
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 J. Supratno, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 
2003), hlm. 3. 
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 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, (Jakarta: 
Kencana,2013), hlm. 48 
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Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan 
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
24
 Penulis dalam hal ini 
berusaha untuk memahami dan menafsirkan data atau informasi yang didapat 
melalui responden menurut perspektif penulis sendiri.Adapun beberapa 
informan menjadi kata kunci penelitian adalah pemilik pertanggungan sopir 
rental CV Deza rent car. 
b. Dokumentasi  
 Teknik dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara menelaah segala 
aspek dokumentasi objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari 
wawancara dengan responden berupa dokumen-dokumen, foto-foto, rekaman, 
video untuk mendukung kekuratan data. 
1.6.4. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian ini adalah CV. Deza Rent Car di Ie masen kaye adang 
memberikan layanan jasa mobil dan sopir kendaraan roda empat, dipilihnya 
lokasi ini karena penulis sendiri sudah sering menyewa mobil di CV. Deza Rent 
Car tersebut. 
a. Informan 
Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan kriteria informan adalah orang yang benar-benar tahu dan 
mempunyai keterkaitan dengan praktek sewa menyewa mobil dan sopir, 
sehingga penulis dapat merangkum informasi akurat dan terpercaya. 
b. Teknik Analisis Data 
 Langkah-langkah analisi data yang dilakukan dalam penulisan karya 
ilmiah ini yaitu pertama, memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi masalah 
pertanggungan sopir rental terhadap risiko kecelaan, kemudian menetapkan 
pokok permasalahan serta tujuan pembahasan dan menetapkan metode yang 
digunakan dalam karya ilmiah ini. Langkah kedua, mengkaji dan menjelaskan 
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Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabete, 2005), 
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teori-teori yang berkaitan dengan pertanggungan sopir rental risiko kecelakaan. 
Langkah terakhir adalah mencari jawaban dari pokok permasalahan dalam 
penelitian ini berdasarkan hasil kajian mengenai jasa sopir rental di CV Deza 
Rent Car. Kemudian dari langkah-langkah menganalisis data tersebut penulis 
mendapatkan kesimpulan yang merupakan akhir dari penelitian ini. 
Selanjutnya, metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan langkah responden yaitu proses memilih, mengurangi dan 
memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dipakai berkaitan dengan topik 
pembahasan. Kemudian diikuti dengan langkah editing yaitu proses pengeditan 
yang berupa menyempurnakan dan menyesuaikan bahasa (sesuai dengan ejaan 
yang disempurnakan atau EYD), peletakan kalimat dan tanda-tanda baca (yaitu 
peletakan titik dan koma) dari kata-kata yang digunakan dalam penulisan. 
Setelah semua data penulisan didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi 
suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh 
data lapangan dan teori.
25
 
Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini berpedoman pada buku 
pedoman skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh 
Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Sedangkan untuk 
terjemahan ayat-ayat Al-Qur’an dalam skripsi ini berpedoman kepada Al-
Qur’an dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh yayasan penyelenggara 
penerjemahan Al-Qur’an Departemen Agama RI Tahun 2004. 
 
1.7. Sistematika Pembahsan 
Dalam skripsi ini terbagi  empat bab, yang merupakan  suatu kesatuan 
yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub 
bab yang menjadi perinciannya. Untuk mempermudah pemahaman maka 
susunan dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia , 1998), hlm. 63. 
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  Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang 
masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
  Bab kedua merupakan pembahasan teoritis yang mencangkup konsep 
akad ijārah bi al-‘amāl dan pertanggungan risiko dalam akad ijarah yang berisi 
teori dan pergertian ijārah bi al-‘amāl dan landasan hukum, rukun dan syarat 
ijārah bi al-‘amāl, bentuk-bentuk risiko akad ijārah bi al-‘amāl, pendapat 
fuqaha tentang risiko dan prinsip-prinsip risiko. 
Bab ketiga membahas hasil penelitian yang mencangkup tentang sistem 
pertanggungan risiko  kecelakaan lalulintas oleh pihak sopir pada CV Deza rent 
car  dalam perspektif akad ijārah bi al-‘amāl 
1.7.1 Bentuk Perjanjian Kerja antara CV Deza rent Car dan Pihak Sopir 
1.7.2  Klausula Perjanjian Pertanggungan Risiko pada Kecelakaan Kerja  
antara Sopir dengan CV Deza rental Car 
1.7.3  Konsekuensi Akibat Risiko Kecelakaan Dalam Masa Perjanjian Kerja 
antara Sopir dengan Pihak CV Deza rent car    
1.7.4 Pertanggungan Risiko Sopir Mobil Rental terhadap Mobil yang Sudah 
Rusak Akibat Kecelakaan Lalulintas Berdasarkan Akad Ijārah Bi Al-
Amal. 
Bab keempat berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok 
masalah dan saran-saran sebagai upaya pertanggungan dalam pelaksanaan jasa 
sesuai ketentuan Ijarah bi-Amal. 
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BAB DUA 
KONSEP IJĀRAH BI AL-‘AMAL DAN SISTEM PERTANGGUNGAN  
RISIKO MENURUT FIQIH MU’AMALAH 
 
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Ijārah bi Al-‘Amal 
2.1.1 Pengertian Ijārah bi Al-‘Amal 
Ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya secara bahasa ialah al-iwad 
yaitu ganti atau upah.
1
 Nasrun Harun mengemukakan bahwa ijārah adalah salah 
satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, 
seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa dan lain-lain. Maksud bi al-
‘amāl adalah proses mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. 
Ijārah bi al-‘amāl merupakan suatu akad sewa-menyewa yang bersifat jasa dan 
pekerjaan.
2
 
Dalam pembahasan fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang 
yang menyewakan ialah muajjir, penyewa disebut musta’jir, benda yang 
disewakan disebut ma’jur, dan imbalan atas pemakaian disebut ajran atau 
ujrah.
3
 Secara terminologi ada beberapa pengertian ijārah dari kalangan fuqaha, 
yang dibahas di dalam beberapa kitabnya yang mu’tabar. Di kalangan para 
fuqaha, terdapat beberapa defenisi yang berbeda tentang konsep  ijārah ini. 
Kalangan ulama Hanafiah mendefinisikan ijārah yaitu: 
ضوعب ةرجأتسلما ينعلا نم ةدوصقم ةمولعم ةعفنم كيلتم ديفي دقع  
Artinya: Aqad atas suatu manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti 
dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. 
                                                             
1
Hendi Suhendi,fiqh Muamalah,(jakarta: Raja Grafindo Persaka, 2000), hlm.11 
2
Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa-Adillatuhu (terj.Syed Ahmad Syed Hussain), jilid V, 
(Mesir.Dar al-Fikr,2004),hlm.350. 
3
Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, Hukum Perjanjian Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 
1994), hlm. 92.  
4
Helmi Karim, Fiqh Mu`amalah, (Bandung: al-Ma`arif, 1997),  hlm. 73 
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Mazhab Hanafiyah mengartikan ijārah sebagai akad yang berisi kepemilikan 
manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan cost pembayaran dalam 
jumlah yang telah disepakati bersama.
5
 Selain definisi tersebut sebahagian 
fuqaha Hanafiyah memiliki perspektif yang berbeda mengenai ijārah dan 
mendefinisikannya sebagai “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”. 
Dengan demikian menurut mazhab Hanafiyah ijārah merupakan akad yang 
berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan cost 
pembayaran dalam jumlah yang telah disepakati bersama antara pemilik objek 
transaksi sebagai penyewa dan seseorang yang akan memanfaatkan objek yang 
disewa. 
Imam Syafi’i mendefinisikan ijārah sebagai transaksi terhadap suatu 
manfaat yang dituju atau yang bersifat mubah, dan dapat dimanfaatkan dengan 
imbalan tertentu.
6
 Menurut pendapat fuqaha kalangan ulama Syafi`iyah ijārah 
didefinisikan sebagai : 
مولعم ضوعب ةحابلإاو لذبلل ةلباق ةمولعم ةدصقم ةعفنم ىلع دقع  
Artinya: Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan 
boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. 
Dalam hal ini kalangan Syafi’iyah berpendapat bahwa akad-akad dalam 
ijārah haruslah yang diperbolehkan oleh agama Islam dan tidak dalam hal yang 
bertentangan karena tujuan transaksi ini ialah sebagai manfaat yang akan 
didapatkan oleh kedua belah pihak berakad. Pihak yang menyewa atau yang 
memanfaatkan tenaga mendapatkan manfaat dari hasil kerja sedangkan yang 
menyewakan tenaganya akan mendapatkan ganti berupa imbalan. 
Adapun ijārah menurut kalangan ulama Malikiyah mendefinisikannya 
dengan: 
                                                             
5
Helmi Karim, Fiqh Mu’amalah, (Bandung:Al-Ma’arif, 1997), hlm. 73. 
6
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 228. 
7
Asy-syarbaini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr 1978), hlm. 
233 
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نع ءيشان يرغ ضوعب ةمولعم ةدم حابم ءيش عفانم كيلتم ديفي دقع ةعفنلما  
Artinya: pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dengan waktu tertentu 
dengan suatu imbalan. 
Ulama Malikiyah mendefinisikan ijārah sebagai pemberian hak 
kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan 
imbalan. Definisi ini sama halnya dengan definisi oleh Ulama Hanabilah karena 
akad ijārah adalah penjualan manfaat, maka mayoritas ahli fiqh tidak 
memperbolehkan untuk menyewakan pohon yang akan menghasilkan buah 
karena buah adalah barang sedangkan ijārah adalah manfaat bukan barang.9 
Berdasarkan pendapat tersebut terdapat sedikit perbedaan antara pendapat para 
ulama fuqaha lainnya, dengan sedikit tambahan ada pada waktu tertentu. 
Menurut Sayyid Sabiq, ijārah merupakan suatu jenis akad yang 
mengambil manfaat melalui jalan pergantian.
10
 Definisi yang dikemukakan oleh 
Sayyid Sabiq ini tidak terlalu berbeda dengan yang dikemukakan oleh fuqaha 
dalam mazhab Syafi’i. Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan dengan lugas arti dari 
manfaat sebagai objek dalam akad ijarah ini. Terkait dengan fokus kajian ini 
manfaat menurut Sayyid Sabiq tidak hanya berupa manfaat dari barang, tetapi 
juga manfaat dari karya seperti karya seorang insinyur ataupun pekerja 
bangunan, penjahit dan lain-lain yang dapat dikatagorikan manfaat yang 
dilakukan oleh seseorang secara personal maupun kolektif dengan menggunakan 
skill ataupun tenaganya untuk menghasilkan benefit bagi orang yang 
memperkerjakannya.
10
 
Selain itu, para pakar ekonomi juga memberikan pendapat tentang 
konsep ijarah. Adiwarman A. Karim mendefinisikan ijarah sebagai hak untuk 
                                                             
8
Ibnu Qudamah, Al -Mughni, jilid V (Mesir: Riyadh al-Haditsah t,thlm.), hlm. 398 
9
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Cet- I, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 
2011), hlm. 385-387. 
10
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), Jilid 3, (Bandung: Al-
Ma’arif, 1997), hlm. 15. 
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memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.
11
 Menurut 
Syafi’i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik yang 
menyatakan bahwa ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau 
jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan 
kepemilikan (ownership/milikiyah) atas barang itu sendiri.
12
 
Tidak hanya itu, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional mendefinisikan 
ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa 
dalam waktu tertentu melalui cost pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan barang tersebut.
13
 Akad ijarah adalah akad sewa antara 
mu'jir dengan musta’jir atau antara musta'jir dengan ajir untuk mempertukarkan 
manfa'ah dan ujrah, baik manfaat dari barang maupun jasa.
14
 
Sedangkan ijārah bi al-‘amāl yang dimaksudkan dalam karya ilmiah 
ini adalah sewa jasa atau perbuatan, yaitu jasa sopir/ driver mobil rental yang 
dilakukan sesuai dengan arahan dan keputusan yang diberikan oleh PT. Adiguna 
Jaya (rent car) untuk memudahkan pihak penyewa mobil dalam hal 
mengendarai yang ada disekitar wilayah Banda Aceh tepatnya di lamteh pango. 
2.1.2 Dasar Hukum Ijārah bi Al-`Amal 
Para fuqaha sepakat bahwa akad ijārah adalah akad yang dibolehkan 
oleh syara` walaupun ada beberapa fuqaha yang tidak memperbolehkannya, 
seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail ibn A`liyah, Hasan al Bashri, Al-Qasyani, 
Nahrawani, dan Ibn Kisian. Mereka berpendapat karena ijārah jual-beli 
manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa 
diserahterimakan. 
                                                             
11
Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Ed. 5, Cet. 9, 
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 138. 
12Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cet- I, ( Jakarta: 
Gema Insani Press, 2001), hlm. 177. 
13Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan 
Ijarah. 
14
Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-
MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. 
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Jumhur ulama memperbolehkan akad ijārah dengan dalil Al-Qur`an, 
sunnah serta ijma`. Dalil  petama,  Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 233. Allah 
berfirman: 
 َوٱ َ ول َ دِل َتَ َنعِضر يَ َ لو أ َن ه  دََِني لو حََِني لِما  كَ َمِلنَ َدا ر أَن أَ َمِت يَٱ َة عا ض رلَى ل ع وَٱَِدو لو ملَ َه لۥَ َن ه  قزِرَ
 َن ه  ت وسِك وََِبٱَِفو رع ملََ لَ َف ل ك تَ َسف نََ لِإَا  ه عس وََ لَ َرا ض تَ َ و َة  دِلَا هِد ل وِبََ ل وَ َدو لو مَ َه لۥََِهِد ل وِبۚۦَ
ى ل ع وَٱَِثِرا ولَ َلثِمَ َكِل ذَنِإ فَا دا ر أَ َصِفًَلاَن عَ َضا ر  تَا  م هنِّمَ َر وا ش ت وََ ل فَ َحا ن جَا مِهي ل عَنِإ  وَ
مُّتد ر أَ َن أَ َاو عِضر تس تَ َ لو أم ك دََ ل فَ َحا ن جَم كي ل ع ا ذِإَم تم ل  سَا مَم تي تا ءََِبٱَِفو رع ملَ َوٱ َاو ق  تَٱ َه للَ
 َوٱ َاو م لعَ َن أَٱ َه للَا مِبَ َنو ل مع تَ َريِص بَ٣٢٢ََ
Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara ma´ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut 
kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, 
dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika 
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa 
bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al-Baqarah: 233) 
Adapun makna dari isi kandungan ayat di atas adalah mengenai hal 
penyusuan anak, salah satu peristiwa yang diakibatkan oleh air susu yang 
diminum anak itu, karena air susu itu mempengaruhi perkembangan anak, baik 
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tentang tubuhnya maupun tentang akhlaknya. Masa susuannya itu selama-
lamanya dua tahun dan tidaklah menjadi satu kewajiban bagi ibu anak itu 
menyusukan anaknya, kecuali jika tidak terdapat orang lain yang akan 
menyusukan anaknya, atau anak itu tidak mau menyusu kepada perempuan lain, 
ketika itu barulah ibu anak itu wajib menyusuinya. Memberi belanja dan 
pakaian kepada perempuan yang menyusukan anaknya itu menunjukkan bahwa 
perempuan itu adalah isterinya yang telah di talaknya dan dia sendiri yang 
menyusukannya, jika isterinya yang belum di talaknya tidaklah wajib bagi suami 
memberi belanja atau pakaian oleh sebab menyusukan itu. Dia hanya wajib 
memberi belanja dan pakaian kepada isterinya, biar iterinya itu yang sedang 
menyusukan anaknya atau tidak.
15
 
Dalam firman Allah SWT di atas memberikan gambaran mengenai dasar 
hukum terhadap transaksi ijara bi al-amal boleh memperkerjakan seseorang dan 
orang yang disuruh bekerja telah melaksanakan akad antara satu sama lain. 
Demikian pula dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Thalaq ayat (6): 
 أ  س  ك  ن  و   ه  ن  
 م  ن   ح  ي  ث   س  ك  ن  ت  م   م  ن   و   ج 
 د   ك  م   و  ل   ت  ضا   ر  و   ه  ن  
 ل  ت  ض  ي  ق  وا   ع  ل  ي  ه  ن ج   و 
 ا  ن   ك  ن  أ  و  ل  ت 
   ح  ل   ف أ   ن  ف  ق  وا   ع  ل  ي  ه  ن   ح  تّ   ي  ض  ع  ن    ح  ل  ه  ن ج    ف  إ  ن  أ  ر  ض  ع  ن   ل  ك  م   ف  ئا   ت  و   ه  ن   أ  ج  و  ر  ه  ن   و أ 
  تم  ر  وا   ب  ي  ن  ك  م 
   ب  ع  ر  و 
 ف   و  إ  ن   ت  ع   س  ر   ت   ف  س  ت  ر 
 ض  ع   ه ل ى ر  خ أ 
  
Ini adalah bimbingan dari Allah Ta’ala bagi para ibu supaya mereka 
menyusui anak-anaknya dengan sempuma, yaitu dua tahun penuh, dan setelah 
itu tidak ada lagi penyusuan. Kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak 
diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun. Jadi, apabila ada bayi yang 
berusia lebih dari dua tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidak 
diharamkan.  
                                                             
15
Syekh Abdul Halim Hasan, Tafsir Al-Ahkam, Cet I, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2006), hlm. 132.  
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فىو ةياور تلاق :  ل خ د  ي  با ر ع ا ى ل ع    ب نلا ص   و ه و   فى   تّ ي  ب   لا ق  ف :ا ي    ب ن   للا   نِ
 ا   ت نا ك   ل   ة أ ر ما 
  ت ج و ز  ت  ف ا ه  ي ل ع ى ر  خ ا  
 ت م ع ز  ف ى
 ت أ ر ما   ل و ل ا ا ه  ن ا  
 ت ع ض ر ا ى ت أ ر ما ى ث  د لح ا   ة ع ض ر   و ا    ين  ت ع ض ر .  لا ق  ف 
   ب نلا ص :  ل   م ر  تُ   ة ج لا م ل ا   ل و   نا ت  ج لا م  ل ا. )دحا ملسمو( 
Artinya : “Dan dalam satu riwayat (dikatakan), ‘Aisyah berkata : Seorang 
‘Arab gunung masuk ke tempat Nabi SAW, sedang Nabi SAW berada 
di rumahku. Lalu ia berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku 
mempunyai seorang istri, kemudian aku menikah lagi dengan seorang 
perempuan lain, tetapi istriku yang pertama itu merasa pernah 
menyusui istriku yang kedua ini sekali atau dua kali susuan”. 
Kemudian Nabi SAW bersabda, “Tidak dapat menjadikan mahram, 
sekali hisapan dan tidak (pula) dua kali hisapan”. (HR. Ahmad dan 
Muslim).” 
Kemudian Ad-Daruquthni mengatakan: “Hadits tersebut tidak 
disandarkan pada Ibnu Uyainah kecuali oleh al-Haitsam bin Jamil, dan ia adalah 
seorang yang dapat dipercaya dan seorang hafizh.”16 
Berkenaan dengan hal ini, penulis (Ibnu Katsir) katakan: “Hadits ini 
terdapat dalam kitab Al-Muwattha’, Imam Malik meriwayatkan dari Tsaur bin 
Yazid, dari Ibnu Abbas, secara marfu’. Juga diriwayatkan oleh ad-Darawardi 
dari Tsaur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dan ia menambahkan: “Dan 
penyusuan setelah dua tahun itu tidak mempunyai pengaruh apa pun.” 
Pendapat yang menyatakan bahwa penyusuan setelah dua tahun tidak 
menjadikan mahram diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu 
Masud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Sa’id Musayyab, 
Atha’ dan jumhur ulama. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi’i, Imam 
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https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/27/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-
ayat-233/, di akses pada 04 Juli 2018. 
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Ahmad, Ishaq, Ats-Tsauri, Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik. sedangkan Abu 
Hanifah mengatakan, “Yaitu dua tahun enarn bulan.” 
Imam Malik berpendapat, jika seorang bayi disapih kurang dari dua 
tahun, lalu ada wanita lain menyusuinya, maka yang demikian itu tidak 
menjadikan mahram, karena penyusuan itu berkedudukan sama dengan 
makanan. Hal ini diriwayatkan dari Al-Auza’i. Dan diriwayatkan pula dari 
Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, keduanya mengatakan: “Tidak ada 
penyusuan setelah penyapihan.” Kemungkinan yang dimaksudkan oleh 
keduanya adalah setelah dua tahun. Hal itu sama seperti pendapat jumhur ulama, 
baik bagi anak yang disapih ataupun tidak, dan mungkin yang dimaksud oleh 
Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib r.a adalah perbuatannya, seperti 
yang menjadi pendapat Imam Malik. Wallahu`aalam 
Dalam kitab Shahihain (al-Bukhari dan Muslim) juga telah diriwayatkan 
sebuah hadits, dari Aisyah radiallahu’anha, berpendapat bahwasanya 
penyusuan anak yang sudah besar berpengaruh dalam kemahraman, yang 
demikian itu juga merupakan pendapat Atha’ bin Abi Ribah, al-Laits dan Aisyah 
radiallahu’anha memerintahkan beberapa wanita untuk menyusui laki-laki. 
Dalam hal itu Aisyah berlandaskan pada hadits Salim, budak Abu Hudzaifah, di 
mana Rasulullah memerintahkan isteri Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim, 
padahal ia sudah besar, Salim masuk rumah istri Abu Hudzaifah untuk menetek. 
Namun para istri Nabi menolak hal itu, dan mereka berpendapat bahwa hal itu 
termasuk pengecualian, yang demikian itu merupakan pendapat jumhur ulama, 
dan yang menjadi landasan jumhur ulama, yaitu empat imam madzhab, tujuh 
orang ahli fiqih, para sahabat utama dan seluruh istri Rasulullah kecuali Aisyah 
radiallahu’ anha, adalah hadits yang telah ditegaskan dalam kitab Shahihain, 
dari Aisyah radiallahu’anha, bahwa Rasulullah bersabda:  
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  ت لا ق  :  ل خ د   ل و س ر  
 للا ص.م .  ى
 د ن ع و   ل ج ر  د ت  شا ف   ك
 لا ذ   ه ي ل ع   ت ي أ ر و   ب ض غلا   فى  
 ه ه  ج و ,  ت ل ق  ف 
 :  ل و س را ي  
 للا ,  ه ن إ   ى
 خ ا   ن
 م   ة عا ض رلا   لا ق  ف   ه ي ل ع   ة لا صلا   م لا سلا و ,  ن ر ظ ن أ   ن م   ن ك نا و  خ إ   ن
 م   ة عا ض رلا 
 ن ا ف   ة عا ض رلا   ن
 م   ة عا ج 
لم ا.   
Artinya : ‘Aisyah berkata: Rasulullah saw. masuk kerumahku, sedang aku 
mempunyai tamu seorang lelaki, maka hal itu membuat beliau 
marah, dan aku melihat (tanda-tanda) kemarahan di wajahnya. 
Kemudian aku berkata, “ya Rasulullah, sesungguhnya ia adalah 
saudaraku sesusuan. “maka berkatalah Nabi saw. “Perhatikanlah 
siapa saudara-saudaramu sesusuan, karena sesungguhnya 
penyusuan itu disebabkan kelaparan.”  
Adh-Dhahhak mengatakan: “Jika seseorang menceraikan isterinya, dan 
ia memperoleh anak dari isterinya tersebut, lalu mantan isterinya itu menyusui 
anaknya, maka sebagai bapak ia berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian 
kepada mantan isterinya tersebut dengan cara yang ma’ruf.” 
Surat Al-Baqarah ayat 233 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai 
landasan hukum dalam hal akad ijārah. Ayat di atas membolehkan seorang ibu 
agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang jasa yang 
diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah 
atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa. 
Dalam Al-Qur`an surat Al-Kahfi Allah berfirman: 
  فٱا ق ل طن  ى تّ ح ا ذ إ ا ي  ت أ   له أ  
 ة ير ق ٱا م عط تس ا ه له أ   او ب أ ف ن أ ا  هُو ف  ي ض ي ا  د ج و  ف ا هي
 ف ارا  د  ج   دي ر ي ن أ 
  ض قن ي  أ ف  ه ما قۖۥ   لا ق و ل   تئ  ش   تذ خ ت ل   هي ل ع ارج أ ٧٧  
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http://saipulpsht.blogspot.com/2011/01/raudhaah-se-susuan-dalam-pandangan.html, 
Diakses pada 07 Juli 2018 
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Artinya : Maka keduanya berjalan; hingga sampai kepada penduduk suatu 
negeri, mereka minta dijamu, tetapi mereka tidak mau menjamu 
mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding 
rumah yang hampir roboh, maka menegakkan dinding itu. Musa 
berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk 
itu" (Q.S. Al-Kahfi : 77) 
Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa negeri itu adalah al-
Ablah. Penggunaan kata iradah (hendak) bagi dinding bukan menurut 
hakekatnya tetapi sebagai isti’arah (kiasan) saja, karena dalam berbagai 
perbincangan, kata al-iradah berarti kecenderungan. Dalil selanjutnya yaitu, 
Hadis Nabi  Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah 
bersabda : 
نع بىا ةريره نا لوسر للا ىلص للا هيلع ملسو لاق :اوطعأ يرجلأا هرجأ لبق نأ فيج هقرع )هاور 
نبا هجام)   
Artinya: Dari Abdullah bin `Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, 
“berikanlah  upah  jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum      
kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah). 
Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad ijārah yang menggunakan jasa 
seseorang untuk mengerkakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk 
membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu 
pembayarannya. 
Dalam Hadis yang lain yang diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim, 
Rasulullah bersabda : 
نع سابع نا بنلا لص للا هيلع ملسو مجتحا ايطعاو مجلح هرجا (هاور يراخبلا ملسمو) 
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Artinya: Berbekamlah kalian, dan berikanlah upah bekamnya kepada tukang 
bekam tersebut. (H.R. Bukhari dan Muslim). 
Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasul transaksi akad ijārah 
yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi 
dasar hukum terhadap transaksi akad ijārah pada masa sekarang ini. 
 
2.2 Rukun dan Syarat Ijârah Bi Al-‘Amal 
2.2.1 Rukun Ijârah Bi Al-‘Amal 
Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan 
oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu 
pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu 
merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia 
bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.
19
 Selain rukun syarat juga 
merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu 
sendiri. Lazimnya fuqaha mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti 
ada pada setaip rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi 
sebagaimana halnya pada rukun.
20
 Dalam akad ijârah bi al-`amal rukunnya juga 
termasuk ketentuan yang harus dipenuhi. Ulama Hanafiah berbeda dalam 
membuat katagori rukun dan pendapat mereka berbeda dengan pendapat 
mayoritas fuqaha. Menurut ulama Hanafiyah rukun ijarah hanya ijab dan qabul, 
yakni orang yang menyewa dan yang menyewakan.
21
 Sedangkan menurut 
kesepakatan jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu: 
1. Aqid ( pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakad). 
2. Ma`qud `alaih (objek sewa/ objek kerja). 
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3. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan 
tenaga dari orang yang bekerja. 
4. Sighat, yaitu ijab dan qabul.22 
Aqid yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang 
menyewakan tenaganya disebut mu`ajjir, pihak yang mengunakan jasa tenaga 
disebut musta`jir. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki 
kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Para 
penganut mazhab Syafi`i dan Hanbali menambah satu syarat lain, yaitu 
balighlm. Menurut pendapat ini akad anak kecil meski sudah tamyiz, tetap tidak 
sah jika belum baligh.
23
 
Dalam katagori rukun `aqid ini para pihak yang memperkerjakan 
(mu`ajjir) dengan yang diperkerjakan (musta`jir) harus jelas karena ini terkait 
dengan pemanfaatan tenaga yang akan dilakukan oleh si musta`jir. Dalam 
penentuan musta`jir para fuqaha membedakan yang dilakukan oleh personal 
dengan kelompok, hal ini penting karena terkait dengan tanggung jawab. Untuk 
musta`jir yang dipekerjakan secara personal seperti tukang jahit sepatu atau 
tukang jahit baju pekerjaan tersebut hanya dibebani pada individu tertentu saja. 
Sedangkan musta`jir kolektif atau kelompok yang dipekerjakan oleh seseorang 
atau juga bias kelompok maka tanggung jawab dibebankan pada kelompok 
tersebut,
24
 seperti developer yang memperkerjakan sekelompok buruh bangunan 
maka tanggung jawab  membangun rumah yang dibutuhkan developer ada pada 
seluruh anggota kelompok yang telah menyepakati untuk melakukan pekerjaan. 
Ma`qud `alaih adalah objek dalam perjanjian akad ijarah. Ijarah atas 
manfaat (ijarah ala al-manfaah) atau disebut juga sewa menyewa yang menjadi 
objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda baik benda tetap maupun benda 
bergerak. Sedangkan ijarah atas pekerjaan (ijarah bi al-`amal) atau disebut juga 
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upah mengupah yang menjadi objek akadnya ialah amal atau pekerjaan 
seseorang. 
Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewakan atau jasa 
dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus 
manfaat yang dibolehkan menurut syara`. Dengan demikian tidak boleh 
musta`jir menyewakan mu`ajir untuk membangun tempat maksiat seperti 
tempat perjudian. 
Dalam akad ijârah bi al-`amal manfaat bukan sesuatu yang berasal dari 
barang sebagaimana dijelaskan di atas, karena dalam akad ini objek sebagai 
rukun akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau 
sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepakati 
objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan konflik pada saat 
pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang 
dikehendaki oleh pihak pengguna jasa atau tenaga itu harus ditepati oleh pekerja 
dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berakad. 
Manfaat dari suatu pekerjaan sebagai ma`qud `alaih saat ini semakin 
berkembang seiring semakin spesifik keinginan mu`ajjir yang memperkerjakan 
dan juga keahlian dari musta`jir itu sendiri. Misalnya tukang bangunan harus 
memiliki banyak keahlian seiring semakin rumit desain bangunan dan juga 
spesifikasi eksterior dan interior yang dibutuhkan oleh konsumen yang 
memperkerjakannya, termasuk kemampuan si pekerja menepati waktu dalam 
melakukan pekerjaannya. 
Rukun ijarah yang terakhir sighat, pernyataan kehendak yang dilakukan 
oleh para pihak. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan kabul dilakukan 
dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama. 
2.2.2 Syarat Ijârah Bi Al-‘Amal 
Dalam akad ijarah juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-
syaratnya tidak terpenuhi maka akad ijârah bi al-`amal  tidak sah, seperti halnya 
29 
 
 
 
dalam akad jual beli, syarat-syarat ijarah ini juga terdiri atas empat jenis 
persyaratan, yaitu : 
a. Syarat terjadinya akad (syarat in`iqad) 
b. Syarat nafadz (berlangsungnya akad) 
c. Syarat sahnya akad 
d. Syarat mengikatnya akad (syarat luzum). 
2.2.2.1 Syarat terjadinya akad (syarat in`iqad) 
Syarat terjadinya akad (syarat in`iqad) berkaitan dengan aqid, akad, 
dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan 
mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi`iyah dan Hanabilah. 
Dengan demikian akad ijarah tidak sah apabila pelakunya (mu`jir dan musta`jir) 
gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat 
sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk 
kelangsungan (Nafadz). Dengan demikian apabila anak yang Mumayyiz 
menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/pekerja) atau barang yang 
dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya 
menunggu izin walinya.
25
 
2.2.2.2 Syarat kelangsungan akad (Nafadz) 
Untuk kelangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik 
atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (`Aqid) tidak mempunyai hak 
kepemilikan atau kekuasaan (wilayah) seperti akad yang dilakukan oleh 
fudhulli, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, menurut Hanafiah dan 
Malikiyah statusnya ditangguhkan menunggu persetujuan si pemilik barang. 
Akan tetapi menurut Syafi`iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya 
jual beli. 
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2.2.2.3 Syarat sahnya ijarah 
Akad ijarah dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi beberapa syarat 
yang berkaitan dengan Aqid (pelaku akad), Ma`qud `Alaihi (objek), ujrah 
(upah), dan akad itu sendiri.
26
 Syarat- syarat tersebut di antaranya adalah : 
1. Adanya persetujuan kedua belah pihak. 
Persyaratan ini sama seperti dalam jual beli. Berdasarkan firman Allah 
dalam surat An-Nisa` ayat 29: 
 ى يا ه  ي أ ٱ  ني
 ذ ل   ن ما ء  او   ل   او ل كأ ت  ى وم أم ك ل م ك ني ب   بٱ ى بل  ل
 ط   ل إ ن أ   نو ك ت  ى  ت  ة ر ن ع ضا ر  ت م كن م   ل و   او ل  تق ت 
م ك س فن أ  ۚ  ن إ ٱ  ه لل   نا ك م ك ب امي
 ح ر ٩٢  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. 
Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta 
sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil, yakni 
melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi 
serta cara-cara lainnya yang termasuk ke dalam kategori tersebut dengan 
menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan.
27
 Hingga Ibnu Jarir 
mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibnul Musanna, telah menceritakan 
kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Daud, dari 
Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan seorang lelaki yang membeli dari 
lelaki lain sebuah pakaian. Lalu lelaki pertama mengatakan, "Jika aku suka, 
maka aku akan mengambilnya, dan jika aku tidak suka, maka akan ku 
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kembalikan berikut dengan satu dirham." Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal 
inilah yang disebutkan oleh Allah Swt. di dalam ayat di atas. 
Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnu 
Harb Al-Musalli, telah menceritakan kepada kami lbnul Futlail, dari Daud Al-
Aidi, dari Amir, dari Alqamah, dari Abdullah sehubungan dengan ayat ini, 
bahwa ayat ini muhkamah, tidak dimansukh dan tidak akan dimansukh sampai 
hari kiamat. 
Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa An-Nisa: 29 
maka kaum muslim berkata, "Sesungguhnya Allah telah melarang kita memakan 
harta sesama kita dengan cara yang batil, sedangkan makanan adalah harta kita 
yang paling utama. Maka tidak halal bagi seorang pun di antara kita makan pada 
orang lain, bagaimanakah nasib orang lain (yang tidak mampu)?" Maka Allah 
Swt. menurunkan firman-Nya: 
  سي ل ى ل ع ٱ ىى مع لأ ج ر ح   ل و ى ل ع ٱ  ج رع لأ ج ر ح   ل و ى ل ع ٱ  ضي ر 
لم ج ر ح  ۚ ن م و   ع
 ط ي ٱ  ه لل   ه لو س ر وۥ 
  هل  خد ي  ىن  جي رج تت ن م ا ه ت  تُ ٱ ى ن لأ  ر ن م و   ل و  ت  ي   هب  ذ ع  ي ا با  ذ ع امي
 ل أ     
Artinya : Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang 
dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan 
barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah 
akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya 
sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-
Nya dengan azab yang pedih. (Q.S Al-Fath 17) 
Hal yang sama telah dikatakan pula oleh Qatadah. Lafadz tijaratan dapat 
pula dibaca tijaratun. Ungkapan ini merupakan bentuk istisna munqati'. 
Berangkat dari pengertian ayat ini, Imam Syafi`i menyimpulkan dalil yang 
mengatakan tidak sah jual beli itu kecuali dengan serah terima secara lafzi 
(qabul), karena hal ini merupakan bukti yang menunjukkan adanya suka sama 
suka sesuai dengan makna nas ayat. Lain halnya dengan jual beli secara mu'atah, 
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hal ini tidak menunjukkan adanya saling suka sama suka, adanya sigat ijab qabul 
itu merupakan suatu keharusan dalam jual beli. 
2. Objek akad harus jelas Objek akad yaitu manfaat harus jelas, agar 
tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas dan 
menimbulkan perselisihan maka akad ijârah tidak sah, karena 
dengan demikian, manfaat tersebut tidak dapat diserahkan, dan 
tujuan akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad ijârah bisa 
dijelaskan  dengan mejelaskan objek manfaat. Penjelasan objek 
manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila 
seseorang mengatakan “saya sewakan kepadamu salah satu dari 
rumah ini, maka akad ijarah tidak sah, karena rumah yang mana yang 
akan disewakan belum jelas. 
Penjelasan dengan masa juga diperlukan dalam kontrak rumah tinggal 
berapa bulan atau tahun, kios atau kendaraan, misalnya untuk berapa hari 
disewa. Selanjutnya jenis pekerjaan juga harus dijelaskan yang dilakukan oleh 
tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar kedua belah pihak tidak 
terjadi perselisihan. Misalnya pekerja membangun rumah sejak dari fondasi 
sampai terima kunci, dengan spesifikasi yang telah disepakati. Atau pekerjaan 
menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukuran jelas.  
3. Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki 
maupun Syar`i. Dalam akad ijârah yang menjadi objek akad haruslah 
yang sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak terwujud. 
Artinya objek akad bukan dalam hal yang tidak mungkin bisa 
dilakukan oleh pihak penyewa tenaga. Dengan sifat seperti ini, objek 
yang menjadi sasaran transaksi dapat diserah terimakan segala 
manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui 
dengan jalan mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan 
yang harus dilakukan. 
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4. Manfaat yang menjadi objek akad mesti manfaat yang dibolehkan 
oleh syara`. Manfaat dari segala sesuatu yang menjadi objek akad 
ijarah harus sesuatu yang dibolehkan (mubah), bukan sesuatu yang 
diharamkan. Tidak boleh pihak yang penyewa jasa pekerja 
memperkejakan orang dalam hal yang dilarang dalam agama. Akad 
sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya haram karena maksiat 
wajib untuk ditinggalkan. Seperti meminta untuk dibangunkan 
sebuah bangunan yang nantinya dijadikan sebagai tempat perjudian. 
Akan tetapi yang menjadi objek dalam akad ijârah yaitu yang 
berguna dan bermanfaat baik untuk perorangan maupun masyarakat. 
5. Manfaat Ma`qud `Alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya 
akad ijarahlm. 
Manfaat Ma`qud `Alaihi harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad 
ijârah, yang biasa berlaku umum.  Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan 
tujuan dilakukannya akad ijârah maka ijârah tidak sahlm.
28
  Misalnya, seorang 
dokter menyewakan tenaganya untuk membangun sebuah bangunan. Dalam 
contoh ini ijârah tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa 
jasa pekerja yaitu membangun sebuah bangunan, tidak sesuai dengan keahlian 
pihak pekerja sebagai seoarang dokter yang berguna untuk mengobati orang 
sakit. 
6. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad ijârah harus sesuatu 
yang ada nilainya. Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad 
ijârah harus sesuatu yang ada nilainya. Baik berupa uang maupun 
barang berharga lainnya yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. 
Jumlah dan wujudnya harus diketaui dengan jelas dan jangka waktu 
pembayarannya.
29
 
                                                             
28
Ahmad Wardi Muchlis, Fiqh muamalah,… hlm. 326. 
29
Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah,… hlm.182. 
34 
 
 
 
Ada beberapa pendapat ulama yang berkenaan dengan syarat-syarat 
upah. Upah harus berupa Mal mutaqawwim yang diketahui. Syarat ini disepakati 
oleh para ulama. syarat Mal mutaqawwim diperlukan dalam ijarah karena upah 
(ujrah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual 
beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui berdasarkan Hadis Nabi: 
نع با ديعس يردلخا   نا بنلا ىلص للا هيلع ملسو لق  :لق هلرجا ينبي تّح يرجلا راجأتسا 
نع ىن    
Artinya: Dari Abi Sa`id Al-Kudri, bahwa sesungguhnya Nabi bersabda: Barang  
siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan upahnya. 
Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan 
perselisihan antara dua belah pihak. Penentuan upah atau sewa boleh didasarkan 
pada `uruf atau adat kebiasaan. Misalnya upah orang menjahit sepatu, penujuk 
jalan, membuatkan bangunan dan lain-lain, yang sudah lazim berlaku, meskipun 
tanpa menyebutkannya, hukumnya sah. 
Ada ulama yang berpendapat bahwa upah itu harus dalam bentuk mata 
uang yang berlaku dalam satu Negara. Berdasarkan dari beberapa penjelasan 
tentang upah di atas bahwa upah adalah imbalan terhadap hasil kerja yang telah 
dilakukan atau manfaat yang diberikan oleh penyewa tenaga/ penyedia jasa  
kepada  pengguna  jasa  yang  memakai  jasanya  dengan syarat-syarat tertentu 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Upah atau imbalan menjadi 
kewajiban bagi pengguna jasa kepada penyedia jasa yang telah melaksanakan 
kewajibannya, maka upah atau imbalan dibayar sesudah penyedia jasa 
menyelesaikan pekerjaan dan berakhirnya masa kerja.
31
 
Selain syarat sahnya suatu akad yang diberikan oleh para fuqaha terdapat 
syarat-syarat yang diatur dalam KUH-Pdt Pasal 1320 agar perjajian yang kita 
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lakukan mempunyai kedudukan di mata hukum perjajian tersebut sah apabila 
memenuhi syarat syarat sebagai berikut: 
a. Syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat 
dibatalkan, meliputi: 
1. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa tidak sakit ingatan). 
2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 
 
b. Syarat  objektif,  syarat  ini  apabila  dilanggar  maka  kontraknya  batal  
demi hukum, meliputi : 
1. Suatu hal (objek) tertentu. 
2. Suatu sebab yang halal (kausa).32 
Syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH-Pdt. Tidak jauh berbeda 
dengan apa yang telah ditetapkan oleh para fuqaha yang terdapat dalam fiqh 
muamalah sebagai syarat untuk sahnya seuatu akad/perjanjian. 
 
2.3 Bentuk-bentuk Risiko pada Akad Ijārah bi Al-‘amāl 
Akad Ijārah bi al-‘amāl sebagai bentuk transaksi bisnis yang berbasis 
pada skill dan jasa. Dalam implementasinya sering tidak sejalan antara yang 
diinginkan oleh pihak pengguna jasa dengan pihak yang menawarkan jasa, 
sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan pihak yang menggunakan jasa 
karena berbeda keinginan antara pihak yang menawarkan keahlian atau pihak 
yang memberikan skill dengan keinginan pihak membayar jasa tersebut. Hal ini 
bila tidak dikompromikan atau diselesesaikan dengan baik akan menimbulkan 
berbagai risiko bagi para pihak. 
Dalam akad ijārah para ulama tidak menjelaskan lebih detil tentang 
risiko yang muncul apalagi secara spesifik dalam akad ijārah bi al-‘amāl oleh 
karena itu dibutuhkan proses identifikasi risiko pada akad ijārah ini sehingga 
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diperoleh informasi yang memadai tentang dilema pada implementasi akad 
ijārah bi al-‘amāl ini. Dengan demikian penjabaran tentang risiko dalam akad 
ini menjadi penting sehingga tidak menimbulkan sengketa di antara para pihak. 
Sebagai dijelaskan di atas bahwa dalam pembahasan fiqh muamalah para 
ulama tidak menjelaskan secara spesifik tentang risiko dalam ijārah bi al-‘amāl 
karena pada periode klasik tersebut objek akad ijārah bi al-‘amāl belum terlalu 
berkembang sehingga objek transaksi cenderung terbatas sesusai dengan 
kondisi, situasi, dan pengetahuan masyarakat pada masa itu. Hal ini disebabkan 
bentuk akad ijārah yang implementasikan masih sangat sederhana dan lebih 
difokuskan pada pekerjaan kasar seperti pekerjaan memelihara kambing, tukang 
bangunan, dan merawat tanaman dan lain-lain. 
Berikut ini dapat dijelaskan tentang bentuk-bentuk risiko dalam akad 
ijārah bi al-‘amāl ini. Dalam hal ini secara global, risiko pada akad ijārah bi al-
‘amāl ada dua bentuk yaitu:  
1. Risiko disebabkan faktor alamiah atau ketidakkesengajaan pihak pekerja 
dalam melakukan atau mengelola pekerjaannya sehingga menyebabkan 
terjadinya kerusakan terhadap objek akad ijārah bi al-‘amāl maka risiko 
tesebeut tidak dapat dibebankan pada pihak pekerja. Misalnya seorang 
pekerja digaji untuk melakukan susatu pekerjaan yang bersifat personal 
seperti sopir pribadi atau pembantu rumah tangga, bila pekerjaan yang 
dilakukan menimbulkan kerusakan saat pekerjaan tesebut dilakukan 
maka kerusakan yang terjadi pada saat proses pekerjaan tersebut itu 
dilakukan sehingga menimbulkan kerugian namun tetap tidak dapat 
diminta pertanggungan kepada pihak pekerja. 
 Pertanggungan risiko tersebut dalam perspektif ulama, mutlak 
ditanggung oleh pihak pemiliknya. Sebabnya menurut jumhur ulama 
risiko tersebut murni muncul sebagai faktor alamiah bukan disebabkan 
kesengajaan pihak pekerja. Oleh karena itu kerugian yang telah terjadi 
tidak bisa dibebankan pada pihak pekerja, kecuali pihak pekerja sengaja 
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melakukannya baik disebabkan emosi maupun faktor lainnya. Misalnya, 
sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika 
mencucinya, maka kerugian akibat pecahnya piring tersebut ditanggung 
oleh pihak pekerja dalam hal ini adalah pembantu. Dalam kasus seperti 
ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut 
pertanggungjawabannya termasuk dalam bentuk ganti rugi, karena risiko 
yang terjadi yaitu pecahnya piring itu bukan disengaja atau tidak 
disebabkan oleh faktor kelalaiannya.  
2. Risiko pihak pekerja yang menyediakan skillnya untuk seluruh 
konsumennya sebagai pihak yang membutuhkan jasa. ijārah bi al-‘amāl  
dalam bentuk ini yaitu pihak yang menyediakan jasa untuk kepentingan 
orang banyak, yaitu orang yang menyediakan jasa untuk memenuhi 
kebutuhan konsumennya yang seperti tukang jahit baju tukang 
bangunan, teknisi arsitek pengacara dan dokter dan sebagainya, 
konsumen dalam bentuk ijārah bi al-‘amāl tidak tebatas bentuknya. Para 
ulama fiqh berpendapat bahwa risiko dalam pekerja seperti ini 
pertanggung sepenuhnya karena timbulnya risiko tersebut bagian 
dinamika pekerjaan sehingga tidak dapat dipertanggungkan kepada 
konsumennya. Sehingga ganti rugi atas risiko tersebut ditanggung 
sepenuhnya oleh pihak pekerja sebagai pemilik bisnis penyediaan jasa 
dalam bentuk soft skill dan hard skill. 
Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzair, ulama Hanabilah dan 
Syafi’iyah, berpendapat bahwa kerusakan itu bukan karena unsul kesengajaan 
dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit, maka ia tidak dituntut ganti rugi 
barang yang rusak itu.
33
 Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, 
keduanya sahabat Abu Hanifah, yang salah satu riwayat imam Ahmad bin 
hambal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentigan umum bertanggung 
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Asy-Syarbani al-Khathib, Mugni al-Muhtaj, jilid II, hlm. 337. 
38 
 
 
 
jawab atas barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, 
kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menhindari, seperti 
force majeure dalam bentuk banjir besar atau kebakaran.
34
 Ulama Malikiyah 
berpendapat seperti clean dan laundry, juru masak, dan buruh angkat (kuli), 
maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi 
tanggung jawab mereka dan wajib diganti.
35
 Hal ini didasarkan pada 
kesepakatan bahwa pekerjaan yang dikerjakan bersifat spesifik dan cenderung 
sebagai keahlian yang ditekuni oleh pihak penawar jasa. 
 
2.4 Prinsip-prinsip dalam Pertanggungan Risiko pada Akad ijārah bi al-
‘amāl 
Dalam bidang muamalah tidak banyak petunjuk baik dari ayat maupun 
hadist yang dapat dijadikan pedoman berbagai transaksi masyarakat muslim, 
hanya terdapat beberapa dalil-dalil umum yang dapat dijadikan sumber hukum 
dan menjadi dasar legitimasi tehadap transaksi yang dilakukan namun hal 
tersebut tidak menjadi penghalang bagi para ulama yang berijtihad tentang 
muamalah ini. Prinsip dasar pembentukan akad dalil-dalil umum tersebut 
menjadi qarinah terhadap berbagai aktifitas muamalah sehingga ulama 
menyatakan bahwa dalam masalah muamalah ini mengunakan kaidah fiqhiyyah 
yaitu: 
ُّ لِْحلا ُِّتَلاَماَعُْملا ُِّف ُُّلَْصلأا 
Artinya : “Hukum dasar mu’amalah adalah halal” 
 Dengan kaidah tersebut, masyarakat muslim dapat berimprovisasi 
terhadap setiap akad yang dibutuhkan selama akad tersebut tidak bertentanggan 
dengan kaidah-kaidah umum tentang muamalah. Oleh karena itu setiap 
perjanjian, kesepakatan maupun akad yang dilakukan harus memenuhi prinsip-
prinsip dasar pembuatan akad termasuk berbagai konsekuensi dari akad yang 
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Iman al-Kasani, al-Bada’I’u ash-Shana’I’u, jilid VI, hlm.185. 
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Ibnu Qadamah, al-Mugni, jilid V, hlm.372 dan seterusnya. 
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dilakukan sehingga harus dipahami oleh para pihak demi terwujudnya 
kemaslahatan bagi kedua belah pihak.  
 Meskipun akad telah dilakukan oleh para pihak dan disepakati sesuai 
dengan diktum dalam klausula akad namun dalam implementasinya tetap 
muncul dilema yang dapat menjadi masalah bagi kesepakatan yang telah 
dilakukan. Oleh sebab itu harus ada upaya awal yang dapat menutup dilema 
tersebut yang dapat menjadi risiko bagi para pihak. 
 Pendapat ulama tentang pertanggungan risiko pada akad ijārah bi al-
‘amāl, Ajir merupakan pihak yang harus melakukan pekerjaan atau 
melaksanakan suatu tugas sesusai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan 
bersama pemberi kerja (pengelola). Dalam kaitan ini pihak ajir (jasa sopir) 
melakukan pekerjaan yang bersifat fisik atau tampak. Jika terjadi hal-hal yang 
tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik yang datang dari pihak pengelola 
maupun jasa sopir, maka hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya beberapa 
risiko baik menyangkut hak maupun kewajiban pada salah satu pihak yang telah 
melaksanakan akad.
36
 
 Dalam ruangan pembicaraan akad ijarah, ulama telah berbicara banyak 
dan memberikan penjelasan yang diikuti dengan dalil-dalil yang kuat. 
Sebagaimana halnya transaksi jual beli lain, bahwa akan timbul hak dan 
kewajiban antara dua orang yang melakukan akad. Disini dapat diuraikan bahwa 
karyawan atau pekerja berkewajiban melakukan semua tugasnya dengan baik 
sehingga berhak mendapatkan ujrahnya yang wajib dibayar oleh pihak 
perusahaan. 
 Dalam akad ijārah bi al-‘amāl juga memiliki risiko sebagaimana telah 
dijelaskan sub bab sebelumnya. Oleh karena itu ulama berpendapat tentang 
risiko dalam akad ijārah bi al-‘amāl ini, bahwa untuk pertanggungan risiko dan 
konsekuensinya terhadap proses penentuan dan pemberian upah untuk pekerja 
                                                             
 36Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, hlm. 426.  
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atau ajir.   Berikut ini penulis paparkan pendapat ulama Hanafiyah dan 
Syafi’iyah tentang risiko dalam akad ijārah bi al-‘amāl ini sebagai berikut:37 
1. Apabila barang di tangan ajir, maka terdapat dua kemungkinan: 
a. Apabila pekerjaan ajir telah terlihat hasilnya walaupun sedikit, 
seperti tukang jahit yang telah menjahit pesanan baju setengah 
jahitan, lalu baju tersebut koyak, maka upah dengan serta merta 
gugur. Ini karena hasil dari pekerjaan itu yaitu baju yang telah 
dijahit sempurna tidak diserahkan, sehingga upah sebagai 
imbalannya juga tidak diberikan. 
b. Apabila pekerjaan ajir tidak kelihatan hasilnya pada barang, seperti 
pengangkut barang, upah harus diberikan setelah kerjanya selesai 
sesuai perjanjian. 
2. Apabila pekerjaan yang hendak dikerjakan berada pada tangan 
pengupah, seperti mendirikan sebuah kamar di dalam rumah pengupah, 
maka walaupun pekerjaannya belum selesai namun dia berhak 
mendapatkan upah sesuai dengan kerja yang telah dilakukannnya. 
 Dalam konteks yang sama, ulama mazhab empat sepakat bahwa ajir 
(pekerja khas) tidak dibebankan ganti rugi atas kerusakan yang timbul pada 
barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ini 
karena ajir khas dipandang sebagai pemegang amanah atau hanya merupakan 
wakil dari pekerjaan yang diberikan. Adapun dalam hal ajir musytarak (pekerja 
umum) ulama berbeda pendapat, menurut Iman Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin 
Ziyad, Hanabilah dan Imam Syafi’I menyatakan bahwa ajir musytarak sama 
halnya dengan ajir khas yaitu tidak ada perbebanan ganti rugi atas kerusakan 
barang yang dilakukan, kecuali kelakuannnya melampaui batas atau teledor.
38
 
                                                             
 37Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami Wa Adillatu, jilid V. (Mesir: Dar al-Fikr, 2004), 
hlm. 776.  
 38Wahbah Zuhaili, Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, jilid V. hlm 771.  
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 Sedangkan menurut Abu Yusuf, Muhammad Ibn Hasan dan Ibn Ahmad 
dalam salah satu pendapatnya bahwa ajir musytarak dibebani ganti rugi atas 
kerusakan barang yang dilakukan ketika barang itu berada dalam tanggung 
jawabnya baik disebabkan keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. 
Dalam hal ini Malikiyah sependapat dengan Abu Yusuf, yaitu ajir musytarak 
tetap dibebani ganti rugi atas kerusakan barang yang dikerjakan yang 
melampaui batas.
39
 Pendapat mereka ini didasari oleh hadist Nabi: 
 ن س  لحا  ن ع  ة دا ت  ق  ن ع  دي
 ع س ا ن  ث د ح  لا ق  ر  ش ب  ن ب  د م  مُ و  ر ف ع ج  ن ب  د م  مُ ا ن  ث  د ح   ن ب  ة ر  سَ  ن ع
  ن با  لا ق و  ه ي د ؤ  ت  تّ ح  ت ذ خ أ ا م 
 د ي لا ى ل ع  لا ق  م ل س و 
 ه ي ل ع  ه للا ى ل ص   ب نلا  ن ع  ب د ن ج  تّ  ح  ر  ش ب
  ي د ؤ  ت
   
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin 
Bisyr, keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Sa'id dari 
Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bin Jundub dari Nabi Shallallahu 
'alaihi wasalam bersabda: "Bagi tangan bertanggung jawab terhadap apa 
yang diambil hingga ia menunaikannya (mengembalikannya)."Ibnu Bisyr 
berkata; "Hingga kamu menunaikannya.". (HR. Ahmad). 
 Demikianlah pendapat jumhur Ulama serta cendekianwan Islam tentang 
pertanggungan risiko menurut konsep ijārah bi al-‘amāl. Dapat difahami bahwa 
harus ada keseriusan dalam melakukan setiap pekerjaan agar tetap fokus dan 
tidak lalai, sehingga peluang untuk timbulnya risiko menjadi semakin kecil. 
Dalam hal ini jasa sopir dan pelanggan harus teliti dalam melihat jenis 
kerusakan barang dari pelanggan agar tidak timbul masalah dalam proses 
                                                             
 39Ibid., hlm. 769.  
40
Iman Ahmad Hambal, Musnad Ahmad, juz 3, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999), 
hlm. 277.  
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perbaikan barang agar kedua belah pihak mempunyai kejelasan untuk meminta 
pertanggung jawaban apabila terjadi masalah di antara kedunya. 
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BAB TIGA 
SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO KECELAKAAN LALULINTAS  
OLEH PIHAK SOPIR PADA CV DEZA RENT CAR PERSPEKTIF 
AKAD IJĀRAH BI AL-‘AMĀL 
 
3.1 Bentuk Perjanjian Kerja antara CV DEZA Rent Car dan Pihak Sopir 
 CV Deza Rent Car merupakan salah satu usaha bisnis yang bergerak di 
sektor penyediaan layanan jasa transportasi darat yang telah berlangsung selama 
7 tahun. Kantor pusatnya terletak digampong ie masen kaye adang kecamatan 
syiah kuala Banda Aceh. Sebagai usaha modal tranportasi CV Deza Rent Car 
juga membuka untuk memudahkan dan terjangkaul oleh konsumennya. sebagai 
korporasi yang telah lama malang melintang dalam penyediaan tranportasi untuk 
kalangan menengah ke atas, perusahaan ini menyediakan 12 unit. Tipe 
kendaraan untuk mengangkut penumpang ini sangat variatif mulai dari mobil 
untuk tarif Rp. 300.000-, perhari hingga tarif Rp. 600.000-, sampai Rp. 
1.000.000-, perhari, tarif ini sangat tergantung varian mobil yang ingin disewa 
oleh konsumennya.
1
 
 Tarif harga sewa mobil tersebut selain dipengaruhi oleh jenis mobil yang 
akan disewakan oleh konsumen juga disebabkan pengunaan driver atau sopir 
karena pengunaan sopir oleh konsumen akan menambah tarif harga tersebut. 
Pihak CV Deza Rent Car menambahkan rad tarif harga sewa tanpa pengunaan 
sopir sehingga tarif biaya sopir tersebut mempengaruhi harga sewa, pihak CV 
Deza Rent Car menetapkan rad tarif biaya sopir berbeda antara sewa dalam kota 
dan luar. Kemudian biaya auto tarif sewa untuk pengunaan tetap juga tergantung 
jarak tempuh yang akan digunakan oleh pihak penyewa. 
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Hasil Interview dengan Dedi Purwirawan SH. di CV Deza Rent Car pada Tanggal 25 
Tahun 2018 di Banda Aceh 
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Pengunaan sopir dalam operasional sewa menyewa mobil ini disediakan oleh 
pihak CV Deza Rent Car untuk memudahkan para penyewa yang tidak dapat 
mengendarai mobil itu sendiri. Pihak sopir yang bekerja di CV Deza Rent Car 
ini dikontrak baik harian atau bulanan sesuai dengan perjanjian yang disepakati 
bersama. Sistem kontrak yang dibuat pihak driver bekerja pada perusahaan 
tersebut terikat sesuai dengan diktum kontrak yang dibuat.
2
 
Pasal 1: pekerjaan yang akan diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak 
kedua adalah sebagai sopir mobil rental.  
Dalam pasal tersebut pihak CV Deza Rent Car mendelelasikan pekerjaan 
berupa penyopiran terhadap konsumennya kepada pihak driver sebagai pihak 
kedua dalam kontrak ini, sehingga dengan penetapan tugas sebagai driver pihak 
kedua harus memiliki komitmen dan tanggungjawab terhadap pekerjaannya. 
Selanjutnya dalam Pasal 2 ditetapkan tanggung jawab pihak driver yang 
harus dilakukan selama kontrak tersebut berlangsung denagan diktum sebagai 
berikut: 
1. Pihak kedua harus mematuhi tata tertib kerja serta perintah langsung 
dan atau tidak langsung dari pihak pertama. 
2. Apabila pihak kedua melakukan pelanggaran disiplin kerja yang berlaku 
pada CV Deza Rent Car maka pihak pertama berhak memberikan sanksi 
sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kedua 
berdasarkan peraturan yang berlaku. 
Dalam pasal ini pihak pertama sebagai stake holder CV Deza Rent Car 
menetapkan bahwa pihak driver harus memiliki amanah terhadap tugas yang 
telah ditetapkan meskipun perincian tugas tersebut tidak dicantumkan dalam 
Pasal 2 ini. Selanjutnya dalam ayat (2) pada pasal ini dicantumkan konsekuensi 
terhadap pelangaran ketentuan dan prosedur kerja yang berlaku di CV Deza 
Rent Car. 
                                                             
 2Hasil Interview dengan Dedi Purwirawan SH. di CV Deza Rent Car pada Tanggal 25 
Tahun 2018 di Banda Aceh. 
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Adapun mengenai mekanisme kerjanya dan bentuk pekerjan yang 
spesifik yang ditetapkan CV Deza Rent Car ini ditetapkan pada Pasal 3 yang 
berbunyi sebagai berikut:  
1. Peraturan mekanisme kerja seperti tugas dan tanggung jawab pihak 
kedua akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung oleh pihak 
pertama sebelum pihak kedua memenuhi pekerjaannya. 
2. Pihak kedua hanya diperkenakan mengerjakan pekerjaan mengemudi 
mobil atau sopir mobil rental dari CV Deza Rent Car dan dengan 
demikian pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan 
pekerjaan lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak pertama. 
Dalam pasal ini pihak kedua harus mengerti tentang peraturan 
mekanisme kerja yang dijelaskan oleh pihak pertama tentang tugas dan 
tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pihak kedua sebelum melakukan 
pekerjaannya sebagai driver. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (2) pada pasal ini 
dijelaskan bahwa pihak kedua hanya menjalankan tugasnya sebagai driver atau 
sopir mobil rental di CV Deza Rent Car. 
Adapun perjanjian mengenai waktu berlaku dan berakhirnya kesepakatan 
kerja terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: 
1. Hubungan kerja antara pihak pertama dan pihak kedua berlaku salama 
12 (dua belas) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditanda tangani dan 
berakhir pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan (desember) tahun 
(2018). 
2. Apabila pekerjaan tersebut ternyata belum selesai maka kedua belah 
pihak dapat membuat pembahuruan perjanjian atas kesepakatan tertulis 
dari kedua belah pihak. 
Dalam Pasal 4 ayat (1) para pihak sama-sama menyepakati waktu 
berlakunya perjanjian kerja yang didalamnya terdapat tanggal, bulan dan tahun 
yang harus dibuat oleh para pihak sebelum pekerjaan tersebut dilakukan. Dalam 
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ayat (2) juga tercantum mengenai pembaruan perjanjian apabila pihak kedua 
belum selesai melakukan pekerjaannya sebagai driver di CV Deza Rent Car. 
Adapun dalam Pasal 5 tercantum mengenai pembayaran gaji yang akan 
diterima pihak kedua selaku driver yang bekerja pada CV Deza Rent Car yang 
berbunyi: 
1. Pihak pertama setuju dan bersedia memberikan gaji kepada pihak kedua 
sebesar Rp (1.100.000.00,-) setiap bulan kehadiran kerja pihak kedua. 
2. Apabila pihak kedua tidak hadir, dengan alasan apapun maka pihak 
pertama tidak membayar gaji kepada pihak kedua. 
3. Pembayaran gaji oleh pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan 
setiap awal bulan tanggal 5 (lima) sesuai dengan beroperasi dan order. 
Dalam ayat (1) tercantum mengenai besaran gaji yang didapatkan pihak 
kedua yang setiap bulan kehadiran kerja sebagai driver atau pengemudi mobil 
rental di CV Deza Rent Car. Adapun dalam ayat (2) dijelaskan tentang 
kehadiran pihak kedua selaku driver sangat berpengaruh dalam pembayaran 
gaji. Dan dalam ayat (3) tercantum bahwa pihak pertama akan membayar gaji 
pihak kedua pada awal bulan yaitu pada tanggal 5 sesuai dengan beroperasi dan 
order yang dilakukan atau didapat pihak kedua sebagai pengemudi mobil rental. 
Berikutnya dalam Pasal 6 tercantum waktu kerja yang harus 
dilaksanakan pihak kedua dan begitu tentang pembayaran upah yang diterima 
pihak kedua apabila bekerja diluar jam kerjanya adapun bunyi pasal tersebut: 
1. Pihak kedua bekerja selama ada penyewa/order, harus siap stanby 24 
jam. 
2. Apibila pihak pertama meminta pihak kedua untuk bekerja diluar jam 
kerja maka pihak kedua berhak mendapat upah lembur sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut. 
Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa pihak kedua harus siap bekerja 24 jam 
apabila ada orderan begitu juga apabila pihak kedua melakukan pekerjaan 
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tambahan maka pihak kedua akan mendapatkan upah tambahan sesuai dengan 
jam kerja yang dikerjakannya. 
Adapun dalam Pasal 13 terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang harus 
ditaati oleh para pihak dan juga menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan 
kedua belah pihak adapun bunyi dari pasal tersebut: 
1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, hanya tunduk pada hukum 
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 
2. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksannan perjanjian ini, maka 
kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk 
mufakat. 
3. Apabila secara musywarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah 
pihak, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud 
tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak 
berubah pada kantor kepaniteraan pengadilan untuk menyelesaikannya. 
Dalam ayat (1) dijelasakan mengenai ketentuan-ketentuan hukum 
berlaku di Negara Republik Indonesia. Dalam ayat (2) tercantum tatacara 
penyelesaian perselisihan melalui musyawarah atau mufakat antara kedua belah 
pihak apabila terjadi sengketa. Adapun dalam ayat (3) dijelaskan penyelesaian 
perselisihan melalui jalur hukum apabila tidak terdapatnya kesepakatan melalui 
musyawarah atau mufakat antara kedua belah pihak. 
Sedangkan Pasal 9 tentang risiko kerja dan bentuknya, dan Pasal 10 
tentang pertanggungan risiko akan dijelaskan secara spesifik dalam sub bab 
berikutnya sehingga dalam pasal ini tidak dijelaskan untuk menhindari 
pengulangan pembahasan. 
 
3.2 Klausula Perjanjian Pertanggungan Risiko pada Kecelakaan Kerja 
antara Sopir dengan CV Deza Rent Car 
 
Perjanjian yang dibuat antara pihak manajemen dengan pihak driver 
dalam menjalankan operasional usaha rental mobil di CV Deza Rent Car 
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bersifat mengikat sehingga pihak sopir sebagai pihak kedua dalam perjanjian 
tersebut harus memiliki komitmen dan mematuhi semua klausala yang telah 
dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Meskipun pada prinsipnya perjanjian 
tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak manajeman CV Deza Rent Car namun 
bila pihak supir sepakat dengan semua klausula yang dicantum dalam klausula 
tersebut sehingga setuju untuk menandatanganinya maka semua klausula 
tersebut dianggap disetujui meskipun tidak sesuai dengan kehendak pihak sopir. 
 Adapun klausula perjanjian yang dicamtumkan dan harus dipatuhi oleh 
pihak sopir dan sangat berkaitan dengan pertanggungan risiko kerja dalam 
mengendarai mobil yang diamanahkan padanya tercantum dalam beberapa pasal 
berikut ini, yang akan dijelaskan secara rinci semua pasal yang berkaitan dengan 
pertanggungan risiko tersebut, yaitu:  
1. Dalam Pasal 3 yang terdiri dari dua ayat disebutkan bahwa: 
1. Peraturan mekanisme kerja seperti tugas dan tanggung jawab pihak 
kedua akan disampaikan dalam sebuah pengarahan langsung oleh pihak 
pertama sebelum pihak kedua memenuhi pekerjaannya. 
2. Pihak kedua hanya diperkenakan mengerjakan pekerjaan mengemudi 
mobil atau sopir mobil rental dari CV Deza Rent Car dan dengan 
demikian pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengerjakan 
pekerjaan lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak pertama. 
Dalam pasal di atas ditetapkan bahwa pihak manajemen CV Deza Rent 
Car akan membahani pihak sopir dengan tugas-tugas tertentu yang disebutkan 
secara detail di luar kontrak sehingga setiap detil pekerjaannya akan dapat 
dipahami dengan baik. Demikian pada ayat berikutnya ditetapkan bahwa pihak 
sopir harus sepenuhnya mengerjakan pekerjaannya dan tidak boleh mengelak 
dari tugas tersebut dengan menyatakan sedang mengerjakan pekerjaan lainnya 
karena tugas utamanya adalah menyupiri mobil yang diamanahkan kepadanya. 
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 Pihak sopir harus memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan 
tugasnya serta memiliki tanggung jawab untuk menjaga kendaraannya, dan 
ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 7 yang berbunyi: 
1. Keamanan, keselamatan, kerusakan dan pemeliharaan atas kendaraan 
atau perusahaan pihak pertama penyedia mobil sepenuhnya menjadi 
tanggungjawab pihak pertama selaku pemilik perusahaan. 
2. Keutuhan/kelengkapan pihak kedua bertanggungjawab penuh untuk 
memonitoring kondisi laik kendaraan, termasuk perawatan kendaraan 
secara berkala, seperti: ganti oli/persneling, kontrol air Ac, mengganti 
atau mengaisi minyak rem, mengganti atau mengisi minyak mobil, 
mengati atau mengisi air radiator, serta perbaikan kerusakan-kerusakan 
kendaraan lainnya. 
Dalam Pasal 7 ayat (1) ini pihak manajemen CV Deza Rent Car 
menetapkan seluruh pertanggungan risiko terhadap kondisi mobil  termasuk 
keamanan kendaraan, keselamatan, kerusakan dan pemeliharaan rutin mobil 
yang dirental tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pihak pertama sebagai pihak 
yang menyediakan mobil rental tersebut yang akan disewakan  oleh pihak 
pemilik perusahaan untuk memperoleh income.  
Dalam Pasal 7 tersebut juga ditetapkan bahwa pihak perusahaan harus 
melakukan perawatan rutin yang dilakukan secara berkala terutama hal-hal yang 
bersifat rutin dilakukan tiap bulan seperti oli, freon dan lain-lain sepenuhnya 
harus ditanggung oleh manajmen perusahaan. 
Adapun Pasal 9 mengenai risiko saat mengerjakan order atau mendapat 
musibah yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan  di antaranya yang 
berbunyi: 
1. Apabila kecelakaan yang terjadi bukan akibat dari adanya kelalaian 
pihak kedua, seperti ditabrak oleh kendaraan lain, terjadi bencana alam, 
dan lain sebagainya, maka kerugian yang timbul akan ditanggung oleh 
asuransi. 
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2. Bila terjadi force majeure pihak kedua harus secepatnya 
memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama selambat-
lambatnya 7x24 jam setelah kejadian, pihak pertama harus memberikan 
pemberitahuan jawaban selambat-lambatnya 7x24 jam setelah kejadian. 
3. Apabila pihak pertama selama waktu yang ditentukan belum 
memberikan jawaban berarti force majeure dapat diterima. 
4. Apabila kecelakaan yang terjadi adalah murni diakibatkan adanya 
kelalaian pihak kedua, maka semua biaya yang timbul menjadi beban 
dan tanggung jawab sepenuhnya kerugian yang di alami apabila 
kecelakaan kerja terjadi disebabkan kelalaian dari pihak kedua. 
Adapun Pasal 9 ayat (1) menjelaskan tentang kecelakaan yang terjadi 
bukan akibat dari adanya kelalaian pihak kedua, seperti ditabrak oleh kendaraan 
lain, terjadi bencana alam, dan lain sebagainya, maka kerugian yang timbul akan 
ditanggung oleh asuransi karena kecelakaan tersebut murni tidak dapat 
dielakkan oleh pihak driver dan jelas bukan kelalaiannya. Sedangkan ayat (2) 
dan (3) mengenai pemberitahuan kepada pihak pertama dan balasan diterima 
kepada pihak kedua terjadinya bencana alam, poin terakhir Pasal 9 ayat (4) 
musibah karena faktor kelalaian pihak kedua maka tanggungannya dibebankan 
pada pihak kedua. 
Ayat (4) dalam Pasal 9 di atas menjadi subtansi perjanjian ini karena 
dampak akibat kecelakaan terhadap dapat menyebabkan risiko yang sangat besar 
bagi pihak kedua bahkan pertanggungan risiko tersebut dapat berlanjut untuk 
tercover kerugian finansial yang muncul akibat kecelakaan karena faktor 
kelalaian pihak kedua. Penjelasan lebih lanjut tentang ayat (4) Pasal 9 akan 
dijelaskan dalam sub bab berikutnya. 
Rentetan dari risiko yang muncul dalam Pasal 9 ayat (4) lebih lanjut 
diatur dan ditetapkan dalam Pasal 10, karena dalam pasal tersebut, pihak 
manajemen CV. Diza Rent Car menetapkan mengenai tanggung jawab dan 
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beban pihak kedua dengan perincian sebagai berikut: Pasal 10 tanggung jawab 
pihak kedua atas beban dan risiko kecelakaan saat jam kerja 
1. Pihak kedua harus menghasilkan pendapatan untuk perusahaan tanpa 
menimbulkan risiko. 
2. Pihak kedua harus memerhatikan kelayakan mobil dan keselamatan 
konsumen. 
3. Apabila terjadi kecelakaan atau risiko pihak kedua harus menanggung 
pendapatan selama mobil tidak beroperasi disebabkan mobil masuk 
bengkel.  
Adapun mengenai beban kerja dan risiko pada saat jam kerja yang harus 
dilakukan oleh pihak kedua sepenuhnya harus diupayakan secara maksimal oleh 
sopir karena upaya zero risk akan memberikan kondisi perusahaan yang stabil, 
dengan demikian setiap pihak sopir atau driver harus mampu memperhatikan 
kendaraannya sebelum operasionalisasi kendaraan dilakukan. Dengan kondisi 
kendaraan yang stabil maka dapat dipastikan akan mampu menghasilkan profit 
yang optimal. Sehingga dengan beban kerja yang dilakukan oleh pihak driver ini 
akan menghasilkan profitabilitas bagi perusahaan yang berpengaruh langsung 
terhadap pendapatan pihak kedua karena seluruh gaji yang diterima pihak kedua 
dihasilkan dari pendapatan yang dibayar oleh konsumennya oleh karena itu 
dalam perjanjian tersebut ayat 2 Pasal 10 bahwa pihak kedua harus mampu 
memperhatikan keselamatan konsumennya. 
Dalam surat perjanjian antara pihak sopir dan CV Deza Rent Car 
tersebut, telah dicantumkan diktum perjanjian yang mengikat para pihak yaitu 
pihak owner dan pihak sopir. Hal inilah yang menjadi subtansi antara pihak 
manajemen CV Deza Rent Car dengan pihak driver-nya, terutama yang menjadi 
fokus penelitian ini tentang klausula perjanjian dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 
10 ayat (3) adalah menjadi sub bab permasalahan. Hal ini menyebabkan pihak 
manajemen perusahaan dan pihak pemilik mobil tidak mendapatkan income 
disebabkan oleh mobil yang tidak beroperasi sebagai mana mestinya atau tidak 
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bisa di sewakan pada pihak lain. Untuk kelancaran income perusahaan maka 
pihak sopir harus menganti rugi sesuai isi perjanjian kontrak yang telah 
disepakati kedua belah pihak. Adapun konsekuensi akibat risiko kecelakaan 
maka akan dijelaskan pada sub bab berikutnya. 
 
3.3 Konsekuensi dari Risiko Kecelakaan Dalam Masa Perjanjian Kerja 
antara Sopir dengan Pihak CV Deza Rent Car 
 Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh 
suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa 
barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh para 
pihak.
3
 Setiap usaha atau bisnis semaksimal mungkin menghindari risiko agar 
mampu mendapat atau mencapai penghasilan secara optimal. Dengan demikian 
risiko dapat diartikan sebagai suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa 
(overmacht) sehingga menimbulkan masalah bagi pihak lainnya baik dampak 
secara materil maupun efek secara moril yang harus ditanggulangi segera oleh 
manajemen perusahaan untuk mencegah kerugian lebih lanjut sehingga akan 
menggerogoti penghasilan dari perusahaan tersebut. Oleh karena setiap 
perusahaan harus mampu mendeteksi secara dini segala risiko yang mengancam 
perusahaan baik dari internal maupun ekternal agar perusahaan dan 
pendapatannya tetap stabil.  
Risiko yang mengancam pada usaha bisnis rental mobil yang menjadi 
bidang usaha CV Deza Rent Car sangat besar potensi terjadinya, hal ini 
disebabkan bidang bisnis perusahaan ini merupakan usaha memfasilitasi 
mobilitas konsumennya. Dengan demikian perlu kejelian pihak manajemen 
dalam mengelola risiko, misalnya dengan mencari sopir yang handal yang 
mampu mengendarai kendaraan dengan baik dan terkendali emosi selama 
mengemudi, sehingga tidak akan terjadi kecelakaan dan berbagai risiko lainnya 
yang timbul akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pihak karyawannya 
                                                             
 
3
Subekti, Aneka Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 92.  
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terutama pihak sopir yang bertanggung jawab terhadap keselamatan penumpang 
yang merupakan konsumennya sekaligus kendaraan yang merupakan aset 
perusahaan. Berdasarkan asumsi bahwa risiko dari usaha rent car sangat tinggi 
maka pihak manajemen CV Deza rent car telah menetapkan pasal secara khusus 
tentang perjanjian penanggulangan risiko dalam pengelolaan kendaraan atau 
mobil yang sewakan kepada konsumennya dan dikendarai oleh pihak sopir. 
Klausula pertanggungan risiko tersebut ditetapkan dalam pasal khusus yaitu 
Pasal 9 ayat (4) sedangkan konsekuensi dari kecelakaan yang terjadi terutama 
disebabkan oleh faktor kelalaian pihak sopir diatur secara khusus dalam Pasal 10 
ayat (3). Hal tersebut ditetapkan oleh manajemen CV Deza rent car untuk 
memproteksi munculnya kerugian disebabkan oleh kelalaian dan kecerobohan 
pihak sopir dalam mengendarai mobil yang telah dipercayakan padanya untuk 
dikelola secara baik dan hati-hati. 
  Adapun Pasal 9 ayat (4) ini, pihak manajemen CV Deza rent car secara 
tegas dan jelas menetapkan bahwa “Apabila kecelakaan yang terjadi adalah 
murni diakibatkan adanya kelalaian pihak kedua, maka semua biaya yang 
timbul menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya kerugian yang dialami 
apabila kecelakaan kerja terjadi disebabkan kelalaian dari pihak kedua”. Ayat 
ini memiliki dua poin yang menitikberatkan pertanggungan risikonya kepada 
pihak sopir yang mengalami kecelakaan. Adapun poin-poin tersebut yaitu: 
1. Diktum dalam Pasal 9 ayat (4) “Apabila kecelakaan yang terjadi adalah 
murni diakibatkan adanya kelalaian pihak kedua.”  Sistem penilaian 
terhadap kinerja sopir yang mengalami kecelakaan dan proses penentuan 
kecelakaan tersebut apakah dilakukan secara sengaja atau kelalaian. Hal 
ini sangat krusial untuk dilakukan penilaian karena banyak faktor yang 
menyebabkan kecelakaan itu terjadi. 
2. Selanjutnya lanjutan dari ayat (4) Pasal 9 berbunyi: “semua biaya yang 
timbul menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya kerugian yang 
dialami apabila kecelakaan kerja terjadi disebabkan kelalaian dari 
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pihak kedua” Pertanggungan risiko harus dilakukan oleh sopir dan 
tindakan tersebut merupakan ekploitasi terhadap pihak pekerja yang 
ditentukan secara sepihak dalam perjanjian baku oleh manajemen CV 
Dza rent car padahal  hal tersebut telah menyebabkan ketidaknyamanan 
pihak pekerja dalam melakukan tugasnya karena untuk menyatakan 
bahwa hal tersebut dilakukan sengaja atau tidak senga maka hal tersebut 
harus  dilakukan secara fair, bukan hanya sekedar pembuktian sepihak 
untuk lepas tangan terhadap pertanggungan risiko yang dilakukan oleh 
manajemen CV Dza rent car, yang memang seharusnya bertanggung 
jawab terhadap semua risiko yang muncul ataupun dialihkan kepada 
perusahaan asuransi yang memang telah terikat perjanjian pertanggungan 
risiko terhadap semua kendaraan yang telah diasuransikan sesuai dengan 
polis pertanggungan tersebut. 
Perumusan Pasal 9 ayat (4) tersebut memang ampuh untuk menimbulkan 
sikap kehati-hatian dari pihak sopir dalam melakukan tugasnya. Namun hal 
tersebut merupakan sikap tidak bijak untuk melimpahkan semua risiko kepada 
pihak kedua sebagai pekerja yang sepenuhnya menjalankan tugas sebagai driver 
di perusahaan CV Deza rent car tersebut.  
Sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari kecelakaan yang terjadi 
yang bisa saja diklaim oleh pihak manajemen CV Dza rent car sebagai 
wanprestasi akan sangat memberatkan pihak sopir, karena nilai pertanggungan 
tersebut tidak seimbang dengan gaji yang diterimanya. CV Deza Rent Car telah 
membuat perjanjian baku yang dapat dinyatakan sebagai pengalihan tanggung 
jawab dan eksploitasi pihak pekerjanya.  
 Apabila risiko akad ijārah bi al-‘amāl tersebut terjadi dan kejadian 
tersebut disengaja maka yang menanggungnya adalah pihak yang menyebabkan 
kerugian itu terjadi. Apabila pihak pemilik perusahaan yang menyebabkan 
kerugian maka pihak CV Deza Rent Car yang harus menanggung risiko tersebut 
dan sebaliknya apabila pihak sopir yang menyebabkan kerugian maka sopir 
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yang harus menanggung kerugian tersebut. Kejadian yang terjadi di CV Deza 
Rent Car ditanggung oleh pihak sopir atau pihak yang menawarkan jasa. 
 Dalam kasus yang terjadi pada CV Deza Rent Car, meskipun pihak 
perusahaan telah mengangsuransikan mobil sewa untuk kliannya sehingga pihak 
perusahaan cenderung tidak propektif terhadap sistem yang diterapkannya 
karena secara hukum pihak perusahaan telah terlindungi dari berbagai tindakan 
yang dapat mengrugikan perusahaan yang disebabkan berbagai kasus moral 
hazard. Namun yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang 
kerugian yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun faktok tidak sengaja atau 
faktor kesengajaan dari pihak sopir yang menyebabkan mobil rusak berat dan 
harus diperbaiki dibengkel. Perbaikan tersebut membutuhkan waktu yang 
cenderung sampai beberapa hari sehinga menyebabkan mobil tersebut tidak 
memperoleh income, hal ini menyebabkan pihak manajemen perusahaan dan 
pihak pemilik mobil tidak mendapatkan income disebabkan oleh mobil yang 
tidak beroperasi sebagai mana mestinya atau tidak bisa di sewakan pada pihak 
lain. 
 Dalam kondisi seperti ini pihak perlu kebijakan yang mengharuskan 
pihak sopir yang menanggung semua kerugian tersebut karena semestinya pihak 
perusahaan dan pemilik mobil dapat melakukan sering atau bagi hasil atas 
penghasilan atas propesional penyewaan mobil. Kebijakan tersebut di tempuh 
untuk mengantisipasi semua kerugian yang dialami pihak perusahan dan pihak 
pemilik mobil oleh tindakan sopir. 
Pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 03.00 WIB dini hari di jalur lintas 
Banda Aceh - Medan bertepatan di Kecamatan Kreung Mane Kabupaten Aceh 
Utara telah terjadi kecelakaan lalu-lintas tunggal karena mobil yang disupiri 
oleh Munawar dari arah Banda Aceh berusaha mengelak truk dari arah Medan, 
sehingga mobil tersebut berguling keluar dari jalan sehingga mengalami 
kerusakan fatal. Berdasarkan analisis lapangan oleh pihak Satlantas Aceh Utara, 
kecelakaan tersebut murni bukan kelalaian pihak sopir, namun karena faktor 
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naas sehingga mengakibatkan mobil Toyota Avanza milik CV Deza Rent Car 
rusak berat. Oleh karena itu berdasarkan telah lokasi kejadian bahwa kecelakaan 
tersebut bukan kesengajaan atau kelalaian pihak sopir, akan tetapi kecelakaan 
tersebut terjadi tanpa diduga oleh pihak sopir maupun CV Deza Rent Car. 
Dalam kecelakaan tersebut tidak ada yang korban jiwa baik pihak sopir 
maupun penyewa itu sendiri akan tetapi kerusakan pada mobil sangat fatal. 
Pihak sopir langsung memberitahukan kepada pihak perusahaan bahwa 
kecelakaan yang terjadi murni karena faktor alamiah. bukan disengaja oleh 
pihak sopir. Pada saat peristiwa tersebut terjadi pihak manajemen perusahaan 
tidak mempermasalahkannya, namun kemudian setelah diketahui bahwa 
kerusakan mobil sangat berat sehingga mengakibatkan mobil tidak mampu 
memberikan income pada perusahaan. Meskipun pihak driver telah berusaha 
untuk memberikan penjelasan dan pemahaman dengan apa yang telah terjadi 
dan meminta untuk tidak membesarkan masalah tersebut dan menganggapnya 
sebaga suatu musibah yang tidak bisa hindari, namun manajemen Deza Rent Car 
berpendapat lain dan tetap bersikukuh pada kontrak.
4
 
Pemilik perusahaan CV Deza Rent Car beranggapan bahwa ketika ketika 
mobil diserahkan kepada pihak sopir maka segala bentuk konsekuensi yang 
terjadi di lalu-lintas merupakan tanggung jawab pihak sopir. Pihak perusahaan 
hanya menyewa jasa pihak sopir dan semua risiko tetap ditanggung oleh pihak 
supir yang telah mengelola mobil tersebut.  Pihak perusahaan berhak untuk 
menerima income sebagai hasil operasional mobil tersebut bagaimanapun 
keadaannya dan pihak sopir mendapat upah karena telah bekerja 
mengoperasionalkan mobil tersebut sesuai dengan rate upah yang telah 
dicantumkan dalam kontrak. Oleh karena itu pihak sopir berkewajiban untuk 
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan yang terjadi.
5
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Wawancara dengan Munawar, Sopir CV Deza Rent Car, Tanggal 22 November 2018 
di Banda Aceh.  
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Ketentuan tentang pertanggung jawaban sopir tercantum dalam Kontrak 
Kerja dalam Pasal 10 ayat (3) yaitu selama mobil tidak beroperasi ditanggung 
pihak kedua yaitu sopir, kerugian pihak sopir tanggung bervasiasi sesuai dengan 
tarif mobil tersebut beroperasi, mobil tersebut diperbaiki dibengkel selama 2 
bulan. Adapun kerusakan yang diperbaiki di antaranya penyok pada body, 
mesin, dempul, cat mobil, ganti kaca dan lain-lain. Pihak perusahan hanya 
membebankan pada pihak sopir untuk  menanggung biaya operasional selama 
mobil tidak beroperasi dengan rate sewa Avanza sekali beroperasi 24 jam sekitar 
Banda Aceh dengan tarif Rp. 300.000,- dengan total ganti rugi selama 2 bulan 
yaitu sebesar Rp. 2.400.000,-.
6
 
Menurut Munawar sopir yang mengalami kecelakaan tersebut bahwa 
diktum perjanjian Pasal 10 ayat (3) sangat mendiskreditkan posisi sopir kerana 
posisi tersebut diharuskan tanggung jawab risiko terhadap mobil yang 
dikuasakan padanya. Ketentuan tersebut dibuat secara sepihak sehingga ayat 
tersebut jelas-jelas menempatkan posisi sopir yang dizholimi dengan klausula 
yang berbunyi Apabila terjadi kecelakaan atau risiko pihak kedua harus 
menanggung pendapatan selama mobil tidak beroperasi disebabkan mobil 
masuk bengkel. Pihak sopir beranggapan bahwa kecelakaan tersebut sebagai 
bukan kesalahan real dari pihak sopir itu merupakan sebuah musibah yang tidak 
bisa terelakkan dan tidak ada pihak yang disalahkan dalam keadaan tersebut.
7
  
 
3.4 Pertanggungan Risiko Sopir Mobil Rental terhadap Mobil yang Sudah 
Rusak Akibat Kecelakaan Lalulintas Berdasarkan Akad Ijārah Bi Al-
Amal 
Dalam konsep ijārah bi al-‘amāl setiap risiko yang muncul dalam 
pengguna jasa memiliki konsekuensi berbeda-beda hal ini disebabkan bentuk 
transaksi yang disepakati dan dilakukan oleh para pihak. Para ulama memiliki 
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perspektif yang berbeda-beda terhadap bentuk pertanggungan risiko ijārah bi al-
‘amāl tersebut karena secara prinsipil bentuk risiko, pihak yang menanggung 
risiko, sistem pertanggungan risiko dan cara penanggulangannya memiliki 
dikursus tertentu dan dijabarkan dalam berbagai darma sebagai konsekuensi 
pengunaan akad ijarah bi al amal. 
 Ulama mazhab empat sepakat menyatakan bahwa penyewaan khusus 
apabila objek itu rusak ditangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian 
maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas 
kesengajaan atau kelalaian, maka wajib membayar ganti rugi, misalnya sebuah 
piring terjatuh dari tangan seorang pembantu rumah tangga ketika mencucinya. 
Dalam hal seperti ini, pembantu itu tidak bisa dituntut ganti rugi, karena 
pecahnya piring itu bukan karena kelalaiannya. 
 Pemberi jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan 
tukang sepatu, apabila melakukan sesuatu kesalahan sehingga sepatu orang yang 
di perbaikinya rusak, atau pakaian yang dijahit oleh penjahit itu rusak, maka 
ulama fiqih berbeda pendapat tentang ganti rugi kerusakan itu. Imam Abu 
Hanifah, Zubar bin Hudail bi Qais al-Kufiy, Ulama Hanafiyah dan Imam 
Syafi’iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur 
kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit maka ia tidak dituntut 
ganti rugi atas barang yang rusak itu. 
 Imam Abu Yasuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibaniy dan salah satu 
riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa pemberi jasa untuk 
kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan apa yang dikerjakannya, 
baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar kewenangannya 
(surat perjanjian kerjanya), seperti kecelakaan atau kerusakan terhadap mobil 
yang disebabkan bukan karena kecelakaan. Ulama malikiyyah berpendapat 
bahwa pekerjaan yang dilakukan pihak kedua tanpa diketahui pihak pertama 
seperti dalam surat perjanjian maka kerusakan yang terjadi baik disengaja 
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maupun tidak disengaja menjadi tanggung jawab pihak kedua dan wajib 
menanggung kerugian.
8
 
 Pada pengaplikasian yang terjadi di CV Deza Rent Car yang 
menanggung kerugian akibat kecelakaan tersebut yaitu pihak sopir. Padahal 
KUH Perdata dan para ulama telah menyatakan bahwa yang berhak bertanggung 
jawab atas kasus mobil yang tidak beroperasi disebabkan masuk bengkel adalah 
pihak perusahaan CV Deza Rent Car. 
Pemilik perusahaan beranggapan bahwa kecelakaan mobil tersebut 
karena unsur kesengajaan dari pihak sopir, makanya tidak ada alasan untuk 
pihak perusahaan untuk menanggung kerugian selama mobil tidak beroperasi 
disebabkan mobil dalam perbaikan atau masuk bengkel. Pihak sopir pun tidak 
mau disalahkan dalam hal kecelakaan ini, pihak sopir juga tidak menyebabkan 
kecelakaan mobil tersebut terjadi, pihak sopir mau ganti rugi selama mobil tidak 
beroperasi tersebut atas dasar tolong menolong, pihak sopir beranggapan bahwa 
kecelakan itu sebagai musibah bukan unsur disengaja dan tidak ada pihak yang 
bisa disalahkan dalam hal ini, supaya proses income berjalan lancar kembali 
tanpa membutuhkan waktu yang lama dan pihak sopir tidak berharap banyak 
kepada pemilik perusahaan makanya pihak sopir segera menanggung kerugian 
disebabkan kecelakaan sehingga mobil tidak beroperasi dengan menggunakan 
uang pribadi sopir.
9
 
Pihak sopir mau mengganti rugi atas mobil yang tidak bisa beroperasi 
tersebut atas dasar tabarru’ yaitu tolong-menolong walaupun pihak sopir 
mengetahui bahwa yang wajib bertanggung jawab atas incomenya perusahaan, 
bukan dari pihak sopir. Di CV Deza Rent Car tersebut mereka menggunakan 
prinsip sesuai dengan isi perjanjian pihak perusahaan mendapat income dari 
mobil beroperasi dan pihak sopir mendapat upah dari pemberi jasa. 
                                                             
 
8
Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 
1996), hlm. 767.  
 9Wawancara dengan Munawar, Sopir Mobil Rental, Tanggal 22 November 2018 di 
Banda Aceh.  
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 Di setiap tahunya, sopir yang ada di CV Deza Rent Car berbeda-beda 
dan berganti kerena beberapa alasan tertentu, diantaranya ada yang telah 
mendapat pekerjaan lain yang lebih menjanjikan atau ada yang diwariskan 
kepada saudara atau kepada teman dari sopir sebelumnya. Ketika pengantian itu 
terjadi pihak sopir sebelumnya menyerahkan kembali mobil tersebut beserta 
surat-surat mobil yang telah mereka pegang selama perjanjian kontrak. Jadi 
untuk pihak sopir selanjutnya tidak harus membuat surat-surat mobil kembali 
kecuali surat izin mengemudi (SIM) mereka.
10
 
                                                             
 
10
Wawancara dengan Munawar, Sopir Mobil Rental, Tanggal 22 November 2018 di 
Banda Aceh 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
 Bedasarkan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab 
sebelumnya, maka dalam bab penutup ini penulis akan merangkum beberapa 
kesimpulan yang dirincikan sebagai berikut: 
1. Bedasarkan diktum perjanjian Kontrak Kerja CV Deza Rent Car yang 
dijalankan kepada oleh pemberi jasa yaitu sopir mobil rental, di mana 
pihak sopir harus menerima semua dari isi diktum perjanjian Kontrak 
Kerja tersebut. Adapun isi perjanjian Kontrak Kerja yang disepakati oleh 
pihak perusahaan CV Deza Rent Car dengan pihak sopir berbentuk 
tulisan, isi diktum perjanjian kontrak kerja tersebut memiliki 14 Pasal 
dan  35 Ayat. 
2. Sopir yang mengalami kecelakaan tersebut bahwa diktum perjanjian 
Pasal 10 ayat (3) sangat mendiskreditkan posisi sopir kerana posisi 
tersebut diharuskan tanggung jawab risiko terhadap mobil yang 
dikuasakan padanya. Ketentuan tersebut dibuat secara sepihak sehingga 
ayat tersebut jelas-jelas menempatkan posisi sopir yang dizholimi 
dengan klausula yang berbunyi Apabila terjadi kecelakaan atau risiko 
pihak kedua harus menanggung pendapatan selama mobil tidak 
beroperasi disebabkan mobil masuk bengkel. Pihak sopir beranggapan 
bahwa kecelakaan tersebut sebagai bukan kesalahan real dari pihak sopir 
itu merupakan sebuah musibah yang tidak bisa terelakkan dan tidak ada 
pihak yang disalahkan dalam keadaan tersebut. 
3. Dalam hal konsep ijārah bi al-‘amāl Ulama mazhab empat sepakat 
menyatakan bahwa penyewaan khusus apabila objek itu rusak 
ditangannya, bukan karena kesengajaan atau kelalaian maka ia tidak 
boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan 
atau kelalaian, maka wajib membayar ganti rugi, misalnya sebuah piring 
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terjatuh dari tangan seorang pembantu rumah tangga ketika mencucinya. 
Dalam hal seperti ini, pembantu itu tidak bisa dituntut ganti rugi, karena 
pecahnya piring itu bukan karena kelalaiannya. 
 
4.2. Saran-Saran 
 Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada tulisan karya 
ilmiah ini, yaitu: 
1. Diharapkan kepada pihak perusahaan CV Deza Rent Car di Ie Masen 
Kaye Adang dalam hal beban dan tanggungan risiko oleh pihak sopir 
dalam diktum perrjanjian Kontrak Kerja terhadap pemberi jasa sopir 
mobil rental tidak merasa dirugikan atas perbaikan atau mobil yang tidak 
beroperasi yang mengalami kerusakan kecelakaan lalulintas. 
2. Penulis menyarankan kepada pihak pengelola CV Deza Rent Car dalam 
membuat kontrak kerja terhadap jasa sopir agar pertanggungan risiko 
terhadap mobil yang tidak beroperasi tidak merugikan atau memaksakan 
terhadap jasa sopir mobil rental.  
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Daftar wawancara 
Untuk manajemen perusahaan PT Adiguna Jaya 
1. Apakah perjanjijan kerja dibuat secara tertulis ? 
2. Bagaimana bentuk kontrak perjanjian kerja yang disepakati anatara 
pihak PT Adiguna Jaya 
3. Bagaimana respon sopir terhadap perjanjian PT Adiguna Jaya 
4. Selama perjanjian itu dilakukan apa pernah terjadi risiko seperti tabrakan 
atau mobil rusak berat yang mengharuskan mobil berhenti beraporasi 
dan harus dibuat dibengkel dalam waktu yang lama 
5. Selama mobil tersebut masuk bengkel bagaimana kelanjutan perjanjian 
kerja denagn pihak pemilik mobil dengan PT Adiguna Jaya 
6. Selama mobil dibengkel apakah pihak PT Adiguna Jaya harus tetap 
memberi jatah bagi hasilnya denagn pihak pemilik mobil 
7. Bagaimana tanggung jawab sopir terhadapkecelakaan mobil tersebut, 
yang terjadi kareana kelalaian atau kecelakaan yang tidak disengaja 
8. Apakah pihak perusahaan membebankan tanggung jawab sepenuhnya 
pada pihak sopir 
9. Apakah pihak sopir mampu memikul tanggung jawab perusahaan 
kepadanya akibat kerusakan mobil tersebut. 
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